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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan YME atas limpahan rahmat,
taufiq dan hidayahnya sehingga penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi
Maluku Utara periode 2020 - 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen
RENSTRA ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Periode 2020 - 2024 yang
bersifat indikatif dan didalamnya memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai
oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan
serta strategi dan arah kebijakan dan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam mencapai tujuan dimaksud.

Sebagaimana Permendagri Nomor 86 tahun 2017 maka RENSTRA Bappeda
Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dirumuskan dengan sistimatika antara lain :
Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Bappeda, Isu-Isu Strategis, Tujuan dan
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program Kegiatan Serta Pendanaan,
Kinerja Pelayanan Bidang Urusan dan Penutup. Penyusunan RENSTRA Bappeda
Provinsi Maluku Utara juga dilakukan dengan pendekatan Logical Framework
sehingga diperoleh tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikatornya
untuk mendukung tercapainya Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Povinsi
Maluku Utara periode 2020-2024

Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara ini akan menjadi sistem kendali
didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama
kurun waktu 5 (lima) tahun yang di turunkan didalam Rencana Kerja (Renja) yang
dilaksanakan setiap tahun. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan
dalam Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara ini, untuk itu atas kritik dan saran
kami terima sebagai bahan untuk perbaikan kedepan.

Semoga Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara ini dapat memberikan manfaat
bagi perbaikan kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Maluku
Utara kedepan.

Sofifi, 25 Juni 2020
Kepala Bappeda

Provinsi Maluku Utara

Salmin Janidi, SH.,M.Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 19770717 200212 1 003
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Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan
Organisasi Perangkat Daerah yang pengemban tugas mengkoordinasikan
penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah serta melakukan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pada periodesasi tertentu sesuai
ketentuan perundang - undangan yang beraku. Sebagai Organisasi Perangkat
Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perencanaan di Provinsi
Maluku Utara dan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka
Bappeda Provinsi Maluku Utara berkewajiban menyusun dokumen Rencana
Strategis (Restra) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku Utara Periode
2020-2024 yang bersifat indikatif, yang kemudian menjadi pedoman penyusunan

Renja Perangkat Daerah pada setiap tahun rencana.

Rencana strategis Bappeda Provinsi Maluku Utara juga memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas
dan fungsi Bappeda. Untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, maka
pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana
strategis Bappeda Provinsi Maluku Utara harus diselaraskan dengan pencapaian
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana
strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian dalam hal ini

adalah Kementerian PPN Bappenas.

Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) setelah
RPJMD ditetapkan, demikian amanat Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga berfungsi untuk
memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik

yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk
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mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas

perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara Berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
dan diarahkan pada perbaikan dan penajaman program dan kegiatan dalam rangka
peningkatan kualitas perencanaan serta akuntabilitas pelaksanaan program dan

kegiatan.

Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara juga berfokus pada
perbaikan dan penajaman kegiatan dengan menggunakan meta program. Meta
program merupakan matriks yang dapat mendeskripsikan bagaimana proses bisnis
program Bappeda Provinsi Maluku Utara secara hierarki terkait dan memberikan
dukungan pada capaian sasaran gubernur, capaian program pemerintah daerah,
capaian sasaran perangkat daerah, serta bagaimana proses bisnis kegiatan beserta
indikator keluaran (output) mendukung capaian hasil (outcome) program sesuai

dengan kerangka logis cascading RPJMD Maluku Utara 2020-2024.

Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara Perioide 2020b-2024
juga telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor go Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuagan Daerah dimana Program dan Kegiatan pada tahun 2021, 2022, 2023,
2024 sudah menggunakan Program Kegiatan Permendagri 9o tahun 2019
sedangkan untuk program dan kegiatan tahun 2020 masih mengunakan
nomenklatur sesuai Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.
Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dari Permendagri 13 tahun 2006
ke Permendagri 9o tahun 2019 dilaksanakan dengan melakukan pemetaan

terhadap output dan outcome.
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1.2.

Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi

Maluku Utara Tahun 2020 - 2024 adalah :

1.

Undang - Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemmerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembar Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor
80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20m
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9o Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuagan

Daerah (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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18.  Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara
Tahun 2005 - 2025;

19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara;

20. Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Maluku Utara tahun 2016 nomor 5);

21.  Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi
Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 60);

22. Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 - 2024

(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020 nomor 7-55/2020).

1.3.  Maksud dan Tujuan

Maksud penysunan Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah dalam
rangka menyediakan dokumen perencanaan yang memuat rumusan dan
penetapan tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan
pembangunan untuk jangka lima tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Maluku Utara

Tahun 2020-2024 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan
dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Bappeda).

2. Mempermudah pengendalian dan evaluasi kegiatan serta pelaksanaan
koordinasi baik secara internal maupun eksternal.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima)

tahun yang akan datang.
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1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Maluku

Utara Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

11 Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
13. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2.  Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab 3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1.  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab 4. Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Bab 5. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab 6. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
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Bab 7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab 8. Penutup
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Bab 2

Gambaran Pelayanan
Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Maluku Utara ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Maluku
Utara Nomor 16 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara
dimana disebutkan bahwa Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi
Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina,
mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja
di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan
Gubernur dan kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bappeda Provinsi Maluku Utara
mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
serta evaluasi dan pelaporan tugas Perencanaan dan Pembangunan Daerah di
bidang Perekonomian dan Perdagangan;

2) Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
serta evaluasi dan pelaporan tugas Perencanaan dan Pembangunan Daerah di
bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;

3) Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
serta evaluasi dan pelaporan tugas Perencanaan dan Pembangunan Daerah di
bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

4) Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
serta evaluasi dan pelaporan tugas Perencanaan dan Pembangunan Daerah di
bidang evaluasi dan pelaporan;

5) Penyelenggaraan tugas administrasi badan;
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Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Bappeda

Rencana Strategis (Renstra)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluky Utara
Tahun 2020-2024

9



Tugas dan Fungsi Unit Kerja

1. Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada

Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah berdasarkan pedoman dan peraturan

perundang - undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud maka Sekretaris Badan mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a.

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar,
prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan
kepegawaian;

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi
perencanaan dan penyusunan program;

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi
keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab badan;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

(2) Tugas dan fungsi dimaksud diuraikan sebagai berikut :

a.

Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan
program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman
pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang

diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
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(1)

k.

Membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbagian dan
bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

Menyelia pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan kepegawaian,
Subbagian Perencanaan dan Program, serta Subbagian Keuangan dan
Barang Milik Daerah;

Mengatur urusan tata usaha, perlengkapan, keuangan, aset, perencanaan,
penyusunan program, dan pembinaan kepegawaian;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan
kinerja dimasa yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberi saran dan
pertimbangnan kepada atasan sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;

Melaksanakan pengaturan tata naskah dan rumah tangga badan;
Melaksanakan inventarisasi seluruh barang bergerak dan tidak bergerak
milik badan;

Melaksanakan memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban
lingkungan kerja badan;

Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaandan
dokumen arsip badan;

Melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan badan;

Melaksanakan pengelolaan database kepegawaian, perencanaan dan
pengembangan pegawai;

Melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian
perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis sesuai dengan Bidang tugasnya

Bidang Perekonomian Dan Perdagangan

Bidang Perekonomian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk membantu kinerja badan
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dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pembangunan di bidang

perekonomian dan perdagangan Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Perekonomian dan

Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan
pembangunan bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta
bidang ketahanan pangan;

b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan
pembangunan bidang investasi, industri, perdagangan, serta koperasi dan
UKM;

c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan
pembangunan bidang keuangan dan pendapatan daerah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang
tugasnya.

(2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diuraikan sebagai berikut :

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perekonomian dan
Perdagangan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai
dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Perekonomian dan Perdagangan sesuai dengan Tugas dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

c. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbidang dan
bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian dan Perdagangan secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang diharapkan;
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Menyelia pelaksanaan tugas Subbidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan
dan Pangan, Subbidang Investasi, Industri, Perdagangan dan UKM,
Subbidang Keuangan dan Pendapatan;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Perekonomian dan Perdagangan dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk membantu kinerja badan

dalam menyelenggarakan tugas perencanaan dan pembangunan di bidang

pemerintahan dan sosial budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud maka Bidang Pemerintahan dan

Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan
pembangunan bidang pemerintahan;

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan
pembangunan bidang Pendidikan dan Pengembangan Aparatur;
Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan
pembangunan bidang kesejahteraan sosial, desa dan daerah tertinggal;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

(2) Tugas dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemerintahan dan

Sosial Budaya berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai

dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
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. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan Tugas dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;

Membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbidang dan
bawahan di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;

. menyelia pelaksanaan tugas Subbidang Pemerintahan dan Politik,
Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Aparatur, serta Subbidang
Kesejahteraan Sosial, Desa dan Daerah Tertinggal;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Sosial
Budaya dan memberi saran dan pertimbangnan kepada atasan sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas;

Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan di bidang
pemerintahan;

. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan di bidang
pendidikan dan pengembangan aparatur;

Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan di bidang
kesejahteraan sosial, desa dan daerah tertinggal;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis sesuai dengan Bidang tugasnya
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Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk

membantu kinerja badan dalam melaksanakan tugas perencanaan dan

pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud maka Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

a.

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan
pembangunan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan
permukiman;

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan
pembangunan bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan perbatasan;
Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan
pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral, pariwisata,
perhubungan, komunikasi dan informatika;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

(2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah berdasarkan program kerja serta petunjuk
pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang
berlaku;

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan Tugas dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan

efektif dan efisien;
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c. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbidang dan
bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;

d. Menyelia pelaksanaan tugas Subbidang Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Subbidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup
dan Perbatasan, serta Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral,
Pariwisata Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah dan memberi saran dan pertimbangan kepada
atasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas;

g. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan di bidang
pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;

h. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan di bidang
penataan ruang, lingkungan hidup dan perbatasan;

i. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan di bidang
energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perhubungan, komunikasi
dan informatika;

j-  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

(1) Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk membantu
kinerja Badan dalam menyelenggarakan tugas di bidang pengendalian dan

pelaporan serta evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
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Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud maka Bidang Pengendalian,

Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang pengendalian
dan evaluasi;

b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan serta evaluasi perencanaan dan pembangunan
bidang pengelolaan data dan pelaporan;

c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan
pembangunan lintas Kabupaten/Kota;.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang
tugasnya.

(2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diuraikan sebagai berikut :

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan program kerja serta petunjuk
pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang
berlaku;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan Tugas dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif
dan efisien;

c. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbidang dan
bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;

d. Menyelia pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian dan Evaluasi,
Subbidang Statistik Data dan Pelaporan, serta Subbidang Lintas

Kabupaten Kota;
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e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

f.  Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan dan memberi saran dan pertimbangnan kepada atasan sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas;

g. Menyelenggarakan urusan bidang pengendalian dan evaluasi dalam
pelaksanaan perencanaan dan pembangunan Daerah;

h. Menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan data dan pelaporan dalam
pelaksanaan perencanaan dan pembangunan Daerah;

i. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan di bidang
koordinasi lintas Kabupaten/Kota;

j.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kinerja Organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sangat
dipengaruhi oleh faktor Sumber Daya Manusia dalam mendorong jalannya roda
organisasi. Kemajuan dan keberhasilan suatu organisasi harus dapat ditopang oleh
kualitas sumber daya manusia yang handal dan memadai dalam organisasi itu
sendiri, untuk itu Bappeda Provinsi Maluku Utara sampai dengan Juni 2020
memiliki Jumlah pengawai sebanyak 73 Orang, dengan komposisi laki-laki
sebanyak 38 Orang (52 persen) dan perempuan sebanyak 35 Orang (48 persen).
Dari komposisi tersebut terdapat 19 orang pejabat struktural dari 20 jabatatan
struktural, ini menunjukan masih terdapat kekosongan di 1 Jabatan struktural
eselon IV, adapun pejabat fungsional umum adalah berjumlah 52 Orang dan
sampai saat ini Bappeda Provinsi Maluku Utara belum memiliki pejabat fungsional
tertentu (fungsional perencana, fungsional statistik maupun arsiparis). Belum
terisisnya jabatan struktural eselon IV dan belum adannya pejabat fungsional

tertentu (fungsional perencana) merupakan permasalahan serius yang harus segera
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dicarikan jalan keluarnya, ini menunjukan masih minimnya sumber daya manusia

di Bappeda Provinsi Maluku Utara baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Pejabat struktural esolon III di Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah
berjumlah 5 (lima) orang semuanya laki - laki, sedangkan jumlah jabatan
struktural eselon IV adalah 15 jabatan dan yang terisi berjumlah 14 jabatan dengan
rincian 7 pejabat berjenis kelamin laki-laki dan 7 pejabat berjenis kelamin
perempuan, masi ada 1 (satu) jabatan struktural eselon IV yang belum terisi.

Jumlah pegawai Bappeda berdasarkan tinggkat pendidikan per Juli 2019

dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:

Tabel 2. 1.

Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi Maluku Utara sampai Bulan Juli 2019
No Pendidikan Terahir Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 Sarjana S2 14 9 23

2 Sarjana S1 19 19 38

3 Diploma IV - - -

4 Diploma III - 2 2

5 SLTA 5 5 10

6 SLTP - - -

7 SD

Total 38 35 73

Jumlah pegawai BAPPEDA Maluku Utara per Juli 2019 sebagaimana pada
Tabel 2.1. di atas terdistribusi dalam struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Maluku
Utara sesuai dengan kompetensi yang dimiliki tiap pegawai dan kebutuhan
personil. Jika digambarkan dalam persentase berdasar tingkat pendidikan maka

komposisi jumlah pegawai seperti disajikan dalam Gambar 2.2. berikut :
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Komposisi Pegawai Berdasarkan
Pendidikan

Diploma i
3%

Gambar 2. 2 Komposisi Pegawaki Bappeda Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2019

Adapun Kklasifikasi pegawai menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan
oleh pegawai Bappeda Provinsi Maluku Utara, maka dapat dijelaskan bahwa
terdapat 22 (dua puluh tiga) orang berpendidikan Sz, 38 (tiga puluh) orang
berpendidikan S1, 2 (dua) orang berpendidikan Diploma 3 dan 10 (sepuluh) orang
berpendidikan SMA/Sederajat.

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Bappeda
menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada

Tabel 2.2. berikut:

Tabel 2. 2
Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Maluku Utara Menurut Status pangkat dan
Golongan
No Kedudukan dalam Organisasi fomposm; Jumlah
1 Kepala Bappeda 1 - 1
2. Sekretariat
2.1 Sekretaris 1 - 1
211 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program - -
Staf Pendukung PNS 1 2 3
2.1.2. | Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian 1 - 1
Staf Pendukung PNS 4 3 7
2.1.3. | Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD - 1 1
Staf Pendukung PNS 1 3 4
3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
3.1 Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 1 - 1
3.1.1 Kepala Sub bidang Pemerintahan - 1 1
Staf Pendukung PNS 1 1 2
3.1.2. | Kepala Sub bidang Pendidikan dan pengembangan - 1 1
aparatur
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Staf Pendukung PNS 2 1 3
3.1.3 Kapala Sub Bidang kesejateraan Sosial, Desa dan Daerah - 1 1
Tertinggal
Staf Pendukung PNS 1 1 2
4. Bidang Perekonomi dan Perdagangan
4.1 Kepala Bidang Perekonomian dan Perdagangan 1 - 1
4.1.1 Kepala Sub bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan 1 - 1
Pangan
Staf Pendukung PNS 3 2 5
4.1.2. | Kepala Sub bidang Investasi, Industri, Perdagnagan dan 1 - 1
UKM
Staf Pendukung PNS 1 3 4
413
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pendapatan - 1 1
Staf Pendukung PNS 1 - 1
5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
5.1 Kepala Bidang Infrastruktrur dan Pengembangan 1 - 1
Wilayah
5.L1. Kepala Sub bidang Pekerjaan Umum, Perumahan & - 1 1
Kawasan Permukiman
Staf Pendukung PNS 3 1 4
5.1.2. | Kepala Sub bidang penataan ruang, lingk. Hidup & 1 - 1
perbatasan.
Staf Pendukung PNS 3 3
Kepala Sub Bidang energi & sumber daya mineral, 1 - 1
parawisata, perhubungan, komunikasi & informatika
Staf Pendukung PNS - 3 3
6. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
6.1 Kepala Bidang Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan 1 - 1
6.1.1. | Kepala Subbidang pengendalian dan evaluasi; 1 - 1
Staf Pendukung PNS 1 3 4
6.1.2. | Kepala Sub bidang data dan pelaporan 1 1
Staf Pendukung PNS 2 1 3
6.1.3 | Kepala Sub Bidang Lintas Kabupaten/Kota - 1 1
Staf Pendukung PNS 2 1 3
7 Unit Pelaksana Teknis - -
8 Tenaga Fungsional - -
Total 38 35 73

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Bappeda
menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada

Tabel 2.3. berikut :
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Tabel 2. 3
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan Tahun 2019

= Unit
No | % 2 Ruang S g | o= = = & | £ =l
:E s | 8| £ a| E| 7| & =
i =3 B & = 5 = o
5 ¥ B “ = B8 B
[l (=]
1 PNS Pembina Utama
IvV/d - - - - - - _ 1
Pembinana
utama Muda,
IV/c 1 - - - - - - 1
Pembina Tk I,
IV/b - 1 1 1 - - - 3
Pembina, IV/a - 2 2 2 2 1 - 9
Penata Tk I, I1I/d - 2 4 5 1 6 - 18
Penata, I1I/c - 4 - 4 6 3 - 17
Penata Muda Tk
[, I1I/b - 4 2 4 1 1 - 12
Penata Muda,
II/a - 1 - 1 - 1 - 4
Pengatur Tk I,
11/d 3 - - - 1 - 4
Pengatur, II/c - 1 - - 1 1 - 3
Pengatur Muda
Tk 1, II/b - - 1 - - - - 1
Pengatur, II/a
2 PTT
Jumlah 1 19 10 18 1 14 73

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional
organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat
transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappeda Maluku Utara sejauh ini dirasa
belum cukup memadai untuk menunjang kinerja. Hal ini dapat dilihat dari belum
tertatanya ruangan kerja dan ruang rapat yang representatif pada sekretriat
Bappeda maupun bidang - bidang koordinasi (Bidang Pemerintahan dan sosial
budaya, bidang ekonomi dan bidang pengendalian dan evaluasi), untuk itu
kedepanya penataan ruang kerja dan ruang rapat harus menjadi perhatian utama
dalam pembenahan sarana dan prasaran 5 (lima) tahun kedepan.

Yang juga harus menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas sarana
dan prasarana adalah ketersediaan alat telekomonikasi berbasis teknologi
informasi berupa jaringan internet yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh
staf Bappeda dalam menjalankan tugas-tugas keseharian, serta peralatan komputer

(PC dan leptob).
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Adapun aset-aset yang dimiliiki oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara serta
perkiraan kebutuhan sarana prasarana kedepan dapat dilihat pada table 2.4.
berikut ini;

Tabel 2. 4
Perlengkapan Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun 2019 dan kebutuhan sarana
prasarana 5 (lima) tahun kedepan

Jumlah Proyeksi Kebutuhan
No. Nama Barang (Unit) 5 tahun
2020 2021 2022 2023 2024
1 Mobil n n n n n n
2 Sepeda Motor 83 83 90 95 97 100
3 Almari Kayu 21 30 50 70 90 95
4 Almari Besi 12 12 20 30 40 50
5 Rak Kayu 6 10 15 25 35 50
6 Meja dan Kursi Rapat 3 set 5 set 10 set 20 set 30 set 30 set
7 Meja Kayu 129 150 170 180 200 215
8 Meja dan Kursi 18 18 30 50 70 8o
Komputer
9 Kursi Kayu
10 | Meja Tamu 6 6 10 15 20 25
n Kursi Putar 148 148 200 230 250 270
12 | Failling Kabinet 38 38 45 55 65 75
13 | Mesin Ketik
14 Komputer 29 29 40 50 60 70
15 | Laptop 96 100 1o 120 125 130
16 Kamera Digital 14 14 15 20 25 30
17 OHP/Infocus 8 6 10 15 20 20
18 Hardisc External 7 10 15 15 30 35
19 | AC 6 10 20 30 40 50
20 | Handycam 2 2 4 6 6 8
21 Lemari Arsip 10 15 20 25 30 35
22 | Brankas
23 | Faxmail
24 | Server 2 2 2 2 2 2
25 | Scanner 9 10 15 20 25 30
26 | Proyektor -
27 | GPS 20 23 25 30 35 40
28 | Printer m 6 10 15 20 25
29 | Sped Boot 3 3 3
30 | Jetski 3 3 3 3 3 3
31 | Tabung Selam 52 52 52 52 52 52
32 | Televisi 1 4 6 10 12 15
33 | Kulkas 4 6 8 10 10
34 | Tempat Minuman 1 2 4 5 6
Dingin
35 | AC Standing 6 8 15 20 30 40
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36 | Drone 3 5 7 8 10

37 | Sofa Tamu 6 7 10 12 15 15

2.3.  Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 16 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, maka Bappeda
Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina,
mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja
di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan
Gubernur dan kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut
Bappeda Provinsi Maluku Utara mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas
perencanaan pembangunan Daerah di bidang Perekonomian dan Perdagangan, di
bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, di bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah, serta penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas perencanaan dan
pembangunan Daerah di bidang evaluasi dan pelaporan;

Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan sesuai amat Undang-
Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah perwujudan
pelaksanaan layanan wurusan penunjang bidang perencanaan pembangunan
dimana cakupan indikator kinerja Bappeda susuai Permendagri 86 tahun 2017

adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan
Perda

2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan
Perda.

3.  Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan
Perkada

4.  Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda.
5.  Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD.
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6.  Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD

7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Mengikuti dan memperhatikan adanya perubahan sistem Pemerintahan
Daerah sebagai wujud diterapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Peranan perencanaan pada masa yang akan datang
diharapkan lebih menonjolkan peran sebagai perumus, fasilitator, mediator dan
inovator didalam pelaksanaan pembangunan serta dituntut untuk lebih mampu
mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat dalam menyusun
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dokumen-dokumen tersebut
disusun setiap tahun dan kemudian disosialisasikan kepada seluruh stakeholders
(pemangku kepentingan). Selain itu juga penyusunan dokumen-dokumen yang
dihasilkan dalam jangka waktu tertentu seperti dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 tahun serta dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun selama 5 tahun
sekali bersamaan dengan masa jabatan Kepala Daerah. Semua dokumen
perencanaan pembangunan tersebut menjadi pedoman oleh seluruh
Kabupaten/Kota dan OPD/Biro ataupun stakeholders lainnya dalam menyusun
dokumen-dokumen perencanaan lainnya maupun dalam melaksanakan
pembangunan

Fungsi lain dari Bappeda adalah sebagai pelaksana pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam
dokumen perencanaan, Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan
pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat
Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara
sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai
pencapaian tujuan, sasaran dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan
berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen
rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input),
keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA merupakan sarana vyang

digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan
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pembangunan daerah. Capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Maluku Utara
pada tahun 2015-2019 ditunjukkan melalui pencapaian target indikator kinerja
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku
Utara Tahun 2014-2019. Penetapan target kinerja tersebut menunjukkan kinerja
BAPPEDA Maluku Utara didalam pemenuhan layanan Perangkat Daerah untuk
mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Secara umum
pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan penunjang
perencanaan pembangunan pada tahun 2015-2019 adalah sebagamana table 2.5

berikut :
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Tabel 2. 5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Maluku Utara

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) | (20)

1 Persentase PD yang telah 60% 70% 80% 90% | 100% 60% 70% 80% 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
memiliki dokumen
perencanaan yang baik,
konsisten dan selaras

2 Persentase PD yang telah 55% 65% 75% 85% | 100% 55% 65% 75% 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
telah melakukan Monev
dan pelaporan dengan baik

3 Persentase data yang dapat 30% | 40% 50% 60% 80% 30% 40% 50% 60% 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
disiapkan secara lengkap

4 Presentae RTRW Provinsi 20% | 30% 40% 65% 90% 20% 30% 40% 65% 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
dan Kabupaten Kota Yang
dilakukan peninjauan
kembali

5 | Tersedianya dokumen Ada
perencanaan RPJPD
yangtelah ditetapkan
dengan Perda

6 | Tersedianya dokumen Ada
perencanaan RPJMD yang
telah ditetapkan dengan
Perda
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Tersedianya dokumen
perencanaan RKPD yang
telah ditetapkan dengan
Perkada

Ada

Tersedianya dokumen
RTRW yang telah
ditetapkan dengan Perda

Ada

Penjabaran konsistensi
program RPJMD kedalam
RKPD

100%

10

Penjabaran  konsistensi
program RKPD kedalam
APBD

100%

11

Kesesuaian rencana
pembangunan dengan
RTRW

100%

28
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Disamping itu, kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda tercermin
dari pelaksanaan program pokok dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi

yang telah diamanatkan. Adapun program tersebut dapat dilihat pada Tabel

berikut.
Tabel 2. 6
Program Badan Perencanaan Pembangunan
No Program

Pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1
2
3
4. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5
6

Pembangunan Data / Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah

7
8. | Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
9 Perencanaan Pembangunan Ekonomi

10. | Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

1. | Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Dari aspek alokasi anggaran pembangunan (APBD) dapat dijelaskan
bahwa Anggran Bappeda Provinsi Maluku Utara periode 2015 - 2019 cenderung
mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 anggaran Bappeda Provinsi
Maluku Utara adalah Rp. 30.897.549.000 dan pada tahun 2016 mengalami
penurunan yaitu sebesar Rp. 25.932.395.000, pada tahun 2017 angaran Bappeda
Naik menjadi Rp. 26.463.570.000 dan tahun 2018 kembali mengalami penurunan
dengan total anggaran Rp. 18.340.390.900 dan pada tahun 2019 kembali mengalami
kenaikan dengan total anggaran Rp. 24.609.669.000 Alokasi anggaran
pembangunan pada Bappeda ini selama periode RPJMD 2015-2019 dapat dilihat

pada Tabel berikut ini.
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Tabel 2. 7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019

4

B

]

[l [Z [f] (7 (4 (3 (1] (1] () [ () [ (W [ (% [ [8 (1] (1]
BD:I:IT: 30.897.549.000 | 25.932.395.000 | 26.463.570.000 | 19.340.930.900 | 24.609.669.000 | 7.210.879.349 | 17.666.075.103 | 17.867.872.493 | 15.995.601.124 | 20.454.116.303 | 23,34 | 68,12 | 67,52 | 82,70 | 83N |- 126767600000 |- IPAAI0ILL0
DB;L:ZE BHBRIZO0D | ZD99GBIR000 | 22G44505000 | TRAGREMS00 | ZZTTORGZ000 | GAGOSRZETS | TMMIMEND | G7OOMBERD | MEA0EIAND | AMEMAIOY | 0N | TI4G | TROE [ BTE | 406 | J2DE19732.900 |- 360304642600
Br‘::;lla 298857000 | 1336.580.000 388875000 1354 36.000 1828.987.000 1260.296.774 522110000 1186.323.800 1065926 130761400 | B3| 2636 | 3056 [ B70 | MAT |-4Q377400000 |- 13525664620
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Tantangan kedepan yang dihadapai dalam pengembangan pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara adalah :

1. Tingginya tuntutan dan aspirasi mayarakat, serta semakin beragamnya
kepentingan yang harus ditampung dalam proses perencanaan
pembangunan daerah dan penyusunan anggran.

2. Semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dari berbagai elemen
masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap berbagai kebijakan
pembangunan daerah.

3. Sering terjadinya perubahan peraturan perundangan yang mengatur
mekanisme perencanaan serta aturan lainnya yang menyebabkan adanya
penapsiran yang berbeda-beda dalam proses penyusunan rencana
pembangunan .

4.  Masih lemahnya koordinasi antara Perangkat Daerah serta masih adanya ego
sektoral pada masing Perangkat Daerah pada proses penyusunan rencana
pembangunan daerah.

5.  Kurangnya kemampuan analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; serta
belum meratanya kapasitas SDM perencana; dan belum optimalnya
pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi,

6.  Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
daerah serta penyajian data yang dapat diakses masyarakat secara luas. Data
dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan
dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses
perencanaan

7. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses
penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam
menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;

8.  Hasil Musrenbang belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat
karena tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah;

9. Belum optimalnya mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan

antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, sehingga usulan kegiatan
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10.

dari daerah kepada Pemerintah tidak mendapatkan respon jelas yang
menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi Perencanaan di Pusat dan
Daerah;

Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi
program/kegiatan pembangunan secara berkala ditingkat OPD untuk
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai

feedback bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam upaya pengembangan pelayanan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu

lima tahun kedepan adalah :

1.

Dukungan pemangku kepentingan yang terkait dengan perencanaan daerah
cukup tinggi

Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kualitas perencanaan dengan penerapan eDataBase, ePlanning,
eMonev dan eLapor.

Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui
peningkatan pendidikan.

Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan kerjasama
dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kota/Kabupaten, Swasta, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan
masyarakat luas.

Terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017 memungkinkan peningkatan sinergitas
dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian Kabupaten/Kota dengan
Provinsi;

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah yang mempertegas pelaksanaan kewenangan perencanaan
dan penganggaran dimana penguatan Bappeda Pada dokumen RKPD yang
harus menjadi acuan pada penyusunan KUA-PPAS.

Adanya Kerjasama dengan pihak akademisi dalam bidang perencanaan
pembangunan serta stakeholder lainnya dalam menfasilatasi tenaga ahli

perencana dalam penyusunan Dokumen Perencanaan;
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8. Komitmen OPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan

database perencanaan dari OPD lain

2.4.3. Kondisi yang diinginkan dalam pengembangan Pelayanan Bappeda

Kedepan

Kondisi yang diinginkan dalam pengembangan Bappeda Provinsi Maluku
Utara ke depan adalah dengan membangun lingkungan internal maupun
lingkungan eksternal yang keseluruhannya tertuju kepada terwujudnya kondisi
kedepan sesuai dengan yang diharapkan melalui perencanaan pembangunan yang
terkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi
masyarakat dapat dirasakan. Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah
produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolak ukur
keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan rencana pembangunan. Oleh
karenanya, Bappeda Provinsi Maluku Utara harus dapat menghasilkan produk
perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya atau potensi
daerah secara optimal diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang nomor
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah pola perencanaan
yang ada dari shopping list ke working plan, dimana Perangangkat Daerah
menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun
merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik,
proses teknokratik, proses partisipatif, proses bottom up dan top down.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat
menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai
pelengkap dalam proses perencanaan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis
perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya
aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang
memang benar-benar dibutuhkan, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan
seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi

perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan
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pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya.
Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam
mewujudkan good governance. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan
mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan
responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan
tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan
pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas
perencanaan tekhnokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM
perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta
koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan di atas serta dengan mengacu pada
permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang ada pada institusi
perencana dari tingkat pusat sampai di daerah, beberapa tindak lanjut yang
diharapkan antara lain sebagai berikut :

1.  Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan
arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak
yang terukur dan jelas;

2. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan;

3. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan
pembangunan;

4. Perlu dilengkapi ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung
kebutuhan organisasi;

5. Perlu dilakukan penataan kelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja
utama kelembagaan, prosedur kerja dan sebagainya) agar dapat mendukung
peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;

6. Perlu ditingkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah
dalam penyusunan perencanaan pembangunan

7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penyampaian

hasil-hasil pembangunan
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Bab 3

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Maluku

Utara, permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan urusan Perencanaan

Pembangunan Daerah maka terdapat 4 (empat) permasalahan pokok antara lain :

Permasalahan terkait : Kelembagaan, Data dan informasi, Pelaksanaan rencana dan

Pengendalian, Monitoring dan evaluasi

Tabel 3.1

Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Bappeda

Permasalahan

No Pokok Masalah Akar Masalah
1 Kelembagaan 1. Masih kurangnya | - Belum tersedia pejabat
sumberdaya manusia | fungsionnal perencana.
bidang perencanaan |- Kurangnya pelatihan dan bimtek
perencanaan pembangunan
2. Minimnya sarana - Sarana ruang rapat sekretariat
dan  prasarana dan bidang yang kurang memadai
penunjang - Sarana ruang kerja yang belum
memadai.
- Masih kurangnya sarana
penunjang IT (internet dll)

2 Data dan Informasi Belum optimalnya - Belum terbangunnya eDatabase
penyediaan data dan yang terintegrasi ke OPD dan
informasi yang Kab/Kota
realtime untuk - Belum optimalnya sistem
perencanaan pengumpulan data secara

berjenjang

3 Pelaksanaan rencana | Belum optimalnya - Belum optimalnya sinkronisasi

kesesuaian antara
dokumen perencanaan
baik pusat, provinsi
maupun kab/kota

perencanaan antara Pusat dan
Daerah.

- Belum optimalnya sinkronisasi
perencanaan antara Provinsi dan
Kab/Kota

- Belum optimalnya sinkronisasi
perencanaan  antara  Bapeda
dengan OPD.

- Masih  terdapat inkonsistensi
dokumen  perencanaan  dan
penganggaran.
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- Pelaksanaan perencanaan
pembangunan kadangkala kurang
tepat waktu/belum sesuai jadwal

yang ditetapkan
4. Pengendalian dan Belum optimalnya - Belum Optimalnya evaluasi
Evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan OPD dan
Pengendalian, kabupaten/Kota.
monitoring dan - Belum optimalnya pengendalian
evaluasi dan Pelaporan dan pelaporan pelaksanaan

program dan kegiatan OPD pada
setiap triwulan

- Tindak lanjut hasil pengendalian
dan evaluasi, belum sepenuhnya
dijadikan sebagai input bagi
kebutuhan perencanaan

3.2 Telaah Visi Misi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

3.2.1. Visi Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan jangka menengah daerah pada dasarnya merupakan visi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah
pembangunan atau kondisi masa depan Daerah yang ingin dicapai (desired future)
dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan berbagai
potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Maluku
Utara, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ingin dicapai dalam

periode 2020-2024 adalah:

“MALUKU UTARA SEJAHTERA”

Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim
dari kata SEHAT dan CERDAS berbudaya (sumber daya manusianya), MAJU
(infrastruktur dan wilayahnya), AGAMIS DAN HARMONIS (masyarakatnya),
TUMBUH EKONOMINYA (secara inklusif dan berkelanjutan), serta REFORMIS
DAN ADIL (pemerintahan dan pelayanan publiknya) - sebagai tujuan akhir yang
ingin dicapai. Adapun makna SEJAHTERA, yaitu adanya peningkatan taraf hidup
masyarakat yang lebih baik, terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
yang berkualitas untuk semua melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara

berkelanjutan, yang bertumpu pada sumber daya maritim (sektor kelautan
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perikanan dan pariwisata), sektor pertanian dan perkebunan, dan industri
pertambangan.

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan
menguraikan upaya upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk
memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin
dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.
Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan
strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Penjabaran makna dari Misi pembangunan jangka menengah Provinsi

Maluku Utara Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya.
Konsep Maluku Utara sehat, cerdas dan berbudaya sepenuhnya diemban oleh
misi pertama ini. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan
terdidik agar mampu Dberkarya sangat menentukan keberhasilan
pembangunan. Oleh karena itu misi pertama ini merupakan salah satu
pondasi utama dalam mewujudkan keempat misi lainnya, yakni menyiapkan
SDM Maluku Utara yang sehat, cerdas, terdidik dan terampil dan berdaya
saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses dan
percepatan pembangunan di berbagai bidang.

2. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan

Pengembangan Wilayah.
Misi ini merupakan penopang bagi perwujudan keempat misi lainnya. Misi ini
berupaya mewujudkan Maluku Utara sebagai daerah yang berdaya saing
melalui peningkatan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur
secara adil dan merata untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas
sosial ekonomi masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah- daerah
perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

3. Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman,
Damai dan Harmonis.

Misi ini merupakan payung pelaksanaan keempat misi lainnya. Melalui

tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis
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diharapkan mampu mendorong penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk
kelancaran pembangunan di berbagai bidang.

4. Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas

dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Berkelanjutan.
Misi ini merupakan kerangka acuan bagaimana keempat misi lainnya
dimanifestasikan, yakni melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip inklusif yang
melibatkan seluruh pemangku peran dan masyarakat dengan manfaat yang
dapat diakses oleh semua, dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan
Berkeadilan.

Rancangan keberhasilan seluruh misi pembangunan jangka menengah Provinsi
Maluku Utara Tahun 2020-2024 sangat ditentukan oleh misi ini. Misi ini
mengusung peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang
didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan
yang efektif dan efisien, serta menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua

pihak

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Pemeritah Daerah.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan
tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan
sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan.
Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan
pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-
masing misi pembangunan daerah dengan memperhatian visi. Untuk mewujudkan
suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu
tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan
kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria specific, measurable,

achievable, relevant, time bound dan continously improve (SMART-C), maka sasaran
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harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih
mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengarahan dan
pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan

sasaran pembangunan Provinsi Maluku Utara 2020-2024.
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Tabel 3. 2

Tujuan Dan Sasaran Provinsi Maluku Utara 2020-2024

Misi/Tujuan/Sasar an Incikator Kinerja (Tujuan/Impect) Kondisi KinerjaAwal Target Capaian Kondisi Kinerja
2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | padaAkhir
Target | Target | Target | Target | Target [PeriodeRPIMD

Misi 1 - Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Bertucaya

Tujuan 1 Mewujudkan perbangunan sumber dayamanusia yang berkualitas, | Indeks Pembangunan Manusia 6776 | 6841 | €906 | €972 | 039 | 06 | R 2

herdayasaing tingi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan

Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan 354 | 816 [ &7 | 878 | B | 849 [ 8AD 87,60

Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada Indeks Pendidikan W2 | DR | 7133 | 74 | B0 | 768 | 814l 8141

khasanah kebudayaan dagrah Indeks Apresiasi Kebudayaan Dagrah (2014=100) 140 156 164 172 180 18 1% 1%

Sasaran 3 Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan  {Indeks Peran dan Produktifitas Pemuda 6990 | 7050 [ 7200 | W50 [ B0 | 7650 [ 7800 7800

Sasaran 4 Meningkatnya kualitas perempuan dan anak Indeks Pembangunan Gender 8950 | 004 [ %058 | 9113 | 9168 | RA | RN 219

Sasaran 5: Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan  {Laju Pertumbuhan Penduduk (persen) 211 | 2122 | 2122 | 2122 | 21-22 | 2122 | 2122 2122

Misi 2 - Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan

Pengembangan Wilayah

Tujuan 2 : Mewujudkan perbangunan infrastruktur yang handal untuk Indeks Infrastruktur & Pengembangan Wilayah 6320 | M | 6707 | 6870 | NI | % | BN 7359

meningkatkan kualitas hidup mesyarakat serta kemgjuan dan daya saing wilayah

Sasaran 6 Meningkatnya akses masyarakat padainfrastruktur pelayanan dasar  {Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar 7978 | 808 | &7 | 8464 | 85l | BB | NB 025

yang layak dan terjangkall

Sasaran 7: Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi wilayah Indeks Konektifitas Wilayah M3 ] M| 415 | 4ise | BT | N0 | 5138 5.3

Sasaran 8: Menquatnyapilar pemerataan perkembangan dan kemejuan wilayah | Indeks Ketimpangan Wilayah 0264 | 0264 [ 0263 | 0262 | 0261 [ 020 [ 029 0259
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Misi 3 - Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman,
Damai dan Har monis

Tujuan 3 : Mewujudkan peran agama dan tata nilai lokal sebagai landasan Indeks Harmoni Sosial 60,85 63,70 66,95 70,22 7349 76,77 80,06 80,05

spiritual, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang

amen, damai dan harmonis

Sasaran 9: Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong Indeks Toleransi 8% 80,00 8250 85,00 87,50 90,00 9250 92,50

hadirmnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan

Sasaran 10: Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan |Indeks Kriminalitas 57,25 52,61 4859 4456 40,52 36,47 3240 3240

di lingkungan masyarakat

Misi 4 - Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas

dengan Orientasi padaNilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berkelanjutan

Tujuan 4 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan Laju pertumrbuhan ekonomi (persen) 792 6,7-7,7 6,7-77 | 6777 6,7-7,7 6,7-7,7 | 6777 6,7-7,7

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip PDRB per Kapita (Rp. Ribu) 250501 | 268722 | 288395 | 30.964,3 | 332603 | 357421 | 3842538 384258

pembangunan berkelanjutan Indeks Rasio Gni 0,33 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,28

Sasaran 11: Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing Indeks Kemandirian Pangan 2,01 2,10 2,15 2,20 225 230 2,35 235

petani/nelayan Nilai Tukar Petani 96,13 96,75 97,25 98,75 100,25 101,25 10250 102,50
Nilai Tukar Nelayan 105,50 105,55 105,60 105,65 105,70 105,75 105,80 105,80

Sasaran 12: Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alamstrategis | Perkembangan share Industri manufaktur (persen) 7,86 7,9 848 8,80 9,13 9,57 10,02 10,02

dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan Perkembangan share Industri pariwisata (persen) 0,46 045 047 0,51 0,52 0,54 0,58 0,58

kesempatan kerja produktif Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 477 497 4,78 458 439 419 4,00 4,00

Sasaran 13: Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah Tingkat Inflasi (persen) 412 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931
Perkembangan Nilai ekspor (Juta USD) 676,20 710,01 777,63 87906 | 101430 [ 118335 | 138621 1.386,21
Perkembangan Net ekspor antar daerah (Rp. Trilyun) -8,98 -89 -8,09 -6,88 -550 -3,03 -1,36 -1,36

Sasaran 14: Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan | Tingkat Kemiskinan (persen) 6,64 6,77 6,42 6,06 571 535 5,00 5,00

di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan Pertumbuhan Industri Mikro & Kecil (persen) 24,01 5,00 10,00 1250 16,50 20,50 24,50 2450

memandirikan masyarakat Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. Ribu) 79800 | 82992 | 86312 | 89764 | 93355 | 97089 | 10.0972 10.097,2

Sasaran 15: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencanadan  |Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 88,25 88,25 83,27 88,29 88,31 88,33 83,35 88,35

perubahan iklim Tingkat kerentanan perubahan iklim (persen) 75,50 75,00 72,00 69,00 66,00 63,00 60,00 60,00

Misi 5 - Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan

Berkeadilan

Tujuan 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, Indeks Tata Kelola Pemerintahan 61,05 61,58 66,27 70,95 75,63 80,32 85,00 85,00

melayani dan demokratis

Sasaran 16: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian Indeks Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 60,44 61,50 67,20 7290 78,60 84,30 90,00 90,00

pemrbangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan 61,67 61,67 65,33 69,00 72,67 76,33 80,00 80,00

Sasaran 17: Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnyaperan  |Indeks Demokrasi 72,10 7347 74,28 75,08 75,89 76,69 7750 77,50

dan kualitas lembaga-lembaga demorasi di daerah
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3.2.3. Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Maluku Utara Yang Terkait
Langsung Dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah
Terpilih

Merujuk pada Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 16 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, maka Bappeda Provinsi
Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina,
mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja di
bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan
Gubernur dan kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut
Bappeda Provinsi Maluku Utara mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas
perencanaan pembangunan Daerah di bidang Perekonomian dan Perdagangan, di
bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, di bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah, serta penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas perencanaan dan
pembangunan Daerah di bidang evaluasi dan pelaporan, hal tersebut terkait
langsung dengan pelaksanaan misi ke-5 yaitu “Memantapkan Tatakelola
Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan” , dengan tujuan Mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis
serta indikator Tujuannya adalah Indeks tatakelola pemerintahan
Pemerintahan. Untuk mencapai tujuan pada misi 5 (lima) tersebut maka Sasaran
yang ingin diwujudkan dalam mencapai tujuan tersebut adalah Meningkatnya
kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas
kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah
dengan indikator sasaran Indeks Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan. Keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah terpilih dengan tugas pokok

dan fungsi Bappeda dapat dilihat pada table berikut:
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Tabel 3.3

Keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dengan Tupoksi Bappeda Provinsi Maluku Utara

Misi Ke-5 :

Visi : “ Maluku Utara Sejatera”
“Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan”

Tujuan
Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Tujuan: Mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang lebih
baik, inovatif, melayani dan
demokratis

Indikator Tujuan
Indeks Tata
Pemerintahan

Kelola

Meningkatnya kualitas
perencanaan dan
pengendalian pembangunan,
akuntabilitas kinerja, kualitas
pengelolaan keuangan, serta
pelayanan publik pemerintah

Indeks Perencanaan
Pembangunan

Urusan /
Tupoksi Bappeda
Urusan : Penunjang Pemerintahan : Perencanaan
Tugas :
memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan,

mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan
program kerja di bidang perencanaan dan pembangunan
Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara,
kebijakan Gubernur dan kondisi obyektif dengan
berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Fungsi :
Penyelenggaraan  perumusan dan  pelaksanaan
kebijakan, pengkoordinasian serta evaluasi dan

pelaporan tugas Perencanaan Pembangunan Daerah di
bidang Perekonomian dan Perdagangan, di bidang
Pemerintahan dan Sosial Budaya, di bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah, serta penyelenggaraan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pengkoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas
perencanaan dan Pembangunan Daerah di Bidang
Evaluasi dan Pelaporan
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Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam

pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum pada

tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3. 4

Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Permasalahan Pelayanan

Faktor

No Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Perangkat Daerah
Penghambat LAETe T
Visi : - Minimnya sumberdaya | - Tingginya tuntutan |- Penerapan
“ Maluku Utara Sejatera” aparatur perencana yang dan aspirasi otonomi daerah
handal  serta  belum mayarakat,  serta yang
Misi Ke-5 : terisinya formasi jabatan semakin memberikan
“Memantapkan Tatakelola fungsional perencana; beragamnya kesempatan
Pemerintahan yang Lebih - Lemahnya  kompetensi kepentingan  yang berprakarsa
Baik dan Berkeadilan” tenaga perencanaan di harus  ditampung seluas -luasnya
masing-masing Perangkat dan  diperhatikan bagi daerah
Tujuan: Mewujudkan tata kelola Daerah; dalam proses dalam
pemerintahan yang lebih baik, . Belum optimalnya Perencanaan perencanaan
inovatif, melayani dan demokratis koordinasi dan Pembangunan dan pelaksanaan
Indikator Tujuan sinkronisasi proses Daerah dan pembangunan.
Indeks Tata Kelola Pemerintahan Perencanaan penyusunan Dukungan
Sasaran Pembangunan Daerah; anggran. pemangku
Meningkatnya kualitas . Kurang optimalnya | - Sering terjadinya kepentingan
perencanaan dan pengendalian partisipasi masyarakat perubahan yang terkait
pembangunan, akuntabilitas dalam proses Perencanaan peraturan dengan
kinerja, kualitas pengelolaan Pembangunan; perundangan yang Perencanaan
keuangan, serta pelayanan publik - Tindak lanjut hasil sistem mengatur Daerah  cukup
pemerintah pengendalian dan mekanisme tinggi
Indikator Sasaran evaluasi, belum | perencanaan serta | Perkembangan
Indeks Perencanaan dan sepenuhnya dijadikan aturan lainnya yang teknologi  dan
Pengendalian Pembangunan sebagai input bagi menyebabkan informasi yang
kebutuhan perencanaan; adanya penapsiran dapat
- Masih minimnya sarana yang berbeda-beda dimanfaatkan
dan prasarana penunjang dalam proses untuk
aktivitas pemerintahan di penyusunan meningkatkan
Ibukota Sofifi; rencana kualitas
Belum optimalnya pembangunan . perencanaan
pemanfaatan dan fasilitas | - Lemahnya kapasitas . TerbUkanya
sistem data dan informasi kelembagaan kesempatan
yang ada; perencanaan di untuk
Masih terdapat tingkat basis yang meningkatkan
inkonsistensi ~ dokumen mengakibatkan kualitas ~ SDM
perencanaan dan kurang  efektifnya melalui
penganggaran. proses perencanaan peningkatan
Konsistensi  pelaksanaan dan berakibat pada pendidikan
Perencanaan tumbuhnya perilaku | Keleluasaan
Pembangunan kadangkala shortcutting dalam akses
kurang tepat waktu/belum program. informasi
sesuai jadwal yang | - Masih lemahnya sebagai bukti
ditetapkan; koordinasi  antara keterbukaan
Belum optimalnya Perangkat Daerah kerjasama )
pelaksanaan  monitoring serta masih adanya dengan berbag.al
ego sektoral pada lelpbaga ) lain
baik Pemerintah
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dan evaluasi program- masing  Perangkat Pusat,

program pembangunan; Daerah pada proses Pemerintah

Belum optimalnya penyusunan Provinsi,

implementasi  kerjasama Rencana Pemerintah

pembangunan antar Pembangunan Kota/Kabupaten

daerah. Daerah. , Swasta, LSM,
- Kurangnya lembaga -

kemampuan analisis

lembaga lainnya

kelayakan kegiatan dan masyarakat

yang kredibel; serta luas.
belum  meratanya
kapasitas SDM
perencana; dan
belum optimalnya
pengelolaan dan
pemanfaatan data,
teknologi informasi
dan komunikasi,

- Belum optimalnya
Pengendalian dan
Evaluasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah serta
penyajian data yang
dapat diakses
masyarakat secara
luas.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga (Kementerian PPN
Bappenas)

Dengan telah terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019 -
2024, maka Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Rancangan Teknokratik
RPJMN 2020 - 2024 telah melakukan sinkronisasi dengan Visi dan Misi Presiden dan
Wakil Presiden. Untuk keberlanjutan, percepatan, pengembangan, serta pemajuan
dari visi di tahun 2014-2019, selama 5 tahun ke depan akan dipandu oleh visi sebagai
berikut:
“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk
mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

Visi Kementerian PPN/Bappenas ini diturunkan dari Visi Presiden Indonesia
tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Visi yang diangkat oleh

Kementerian PPN/Bappenas ini dibuat berdasarkan keinginan untuk membantu

Rencana Strategis (Renstra)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluky Utara
Tahun 2020-2024

45




proses pencapaian visi dari Presiden Indonesia dengan mengacu terhadap peran

serta tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/Bappenas itu sendiri.

Untuk dapat mencapai Visi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas
merumuskan Misi sebagai berikut:

1.  Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan nasional tingkat
makro, meso, maupun mikro; mengefektifkan pengendalian pembangunan;
melaksanakan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja dalam efektivitas birokrasi yang

terbangun dari praktek tata kelola dan tatalaksana yang baik.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian
PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang diturunkan dari masing-masing
Misi yang telah disebutkan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke

depan, sebagai berikut:

1.  Tujuan untuk Misi - 1: Perencanaan Pembangunan Nasional tingkat makro,
meso, maupun mikro yang berkualitas; pengendalian pembangunan yang
efektif, dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

2. Tujuan untuk Misi - 2: Terwujudnya tata kelola pelayanan perencanaan yang
berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas

di tahun 2020-2024, ada 2 (dua) sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu:

1. Sasaran Strategis untuk Tujuan - 1 : Menyelenggarakan Perencanaan
Pembangunan Nasional yang berkualitas, pengendalian pembangunan yang

efektif, dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dari:
a. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.

b. Kinerja Pembangunan Nasional.

2. Sasaran Strategis untuk Tujuan - 2 : Meningkatkan kinerja Kementerian
PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh
kapabilitas SDM.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dari:

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.
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b. Indeks Sistem Merit di Kementerian PPN/Bappenas

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan
Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenes beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Faktor
Sasaran Jangka Menegah Permasalahan
No Pelayanan Perangkat
Renstra K/L Daerah d
Penghambat el
Sasaran  Strategis untuk | Minimnya sumberdaya | - Tingginya Penerapa.\n
aparatur perencana tuntutan dan Otonomi
Tujuan - 1:Menyelenggarakan yang handal serta aspirasi Daerah yang
Perencanaan Pembaneunan belum terisinya formasi mayarakat, serta memberikan
& jabatan fungsional semakin kesempatan
Nasional yang berkualitas, perencana; beragamnya berprakarsa
: - Kurangnya bimbingan kepentingan yang seluas -luasnya
dal b ; .
pengendatian — pembangtinan teknis, pendidikan dan harus ditampung bagi  daerah
yang efektif, dan model inovasi pelatihan peningkatan | dan diperhatikan | dalam
pembangunan yang inklusif dan kapasitas aparatur | dalam proses | perencanaan
perencana; Perencanaan dan
berkelanjutan - Lemahnya kompetensi Pembangunan pelaksanaan
tenaga perencanaan di daerah dan pembangunan.
Keberhasilan pencapaian masing-masing penyusunan Dukungan
sasaran strategis ini diukur dari: Perangkat Daera}h; anggran. pemangku
- Belum optimalnya | - Sering terjadinya kepentingan
a. Indeks Perencanaan koordinasi dan perubahan yang  terkait
Pembangunan Nasional. sinkronisasi proses peraturan dengan
o Perencanaan perundangan Perencanaan
b. Kinerja Pembangunan Pembangunan Daerah: an mengatur Daerah cuku
g ; yang g P
Nasional. - Kurang optimalnya | mekanisme tinggi
partisipasi masyarakat perencanaan serta |- Perkembangan
Sasaran Strategis untuk dalam proses aturan  lainnya | teknologi dan
. ) Perencanaan yang informasi yang
Tujuan - 2 : Meningkatkan Pembangunan; menyebabkan dapat
kinerja Kementerian | - Tindak lanjut hasil adanya. dimanfaatkan
_ sistem  pengendalian | Ppenapsiran yang | untuk
PPN/Bappenas yang bersih, dan evaluasi, belum | berbeda-beda meningkatkan
akuntabel, dan profesional dan sepenuhnya dijadikan dalam proses kualitas
sebagai input  bagi Penyusunan perencanaan
didukung oleh kapabilitas SDM. kebutuhan Rencana Terbukanya
) _ perencanaan; Pembangunan . kesempatan
Keberhasilan pencapaian | . nasih minimnya sarana | - Lemahnya untuk
sasaran strategis ini diukur dari: dan prasarana | kapasitas meningkatkan
penunjang aktivitas kelembagaan kualitas SDM
a. Indeks Kepuasan Pengguna pemerintahan di perencanaan  di melalui
Layanan. Ibukota Sofifi; tingkat basis yang peningkatan
_ . ' Belum optimalnya mengakibatkan pendidikan
b. Indeks Slstem Merlt dl pemanfaatan dan kurang efektifnya . I(eleluasaan
Kementerian fasilitas sistem data dan proses dalam  akses
informasi yang ada; perencanaan dan informasi
PPN/Bappenas Belum terbangunnya berakibat  pada sebagai bukti
sistem pusat data dan tumbuhnya keterbukaan
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informasi yang perilaku kerjasama
memadai di Bappeda; shortcutting dengan

Masih terdapat program. berbagai
inkonsistensi dokumen | - Masih lemahnya | lembaga lain
perencanaan dan koordinasi antara baik
penganggaran. Perangkat Daerah Pemerintah
Konsistensi serta masih Pusat,
pelaksanaan adanya ego Pemerintah
Perencanaan sektoral pada Provinsi,
Pembangunan masing Perankat Pemerintah
kadangkala kurang Daerah pada Kota/Kabupat
tepat waktu/belum proses en, Swasta,
sesuai  jadwal yang Penyusunan LSM, lembaga
ditetapkan; Rencana -lembaga
Belum optimalnya | Pembangunan lainnya  dan
pelaksanaan daerah. masyarakat
monitoring dan evaluasi | - Kurangnya luas.
program-program kemampuan

pembangunan; analisis kelayakan
Belum optimalnya | kegiatan yang
implementasi kredibel,; serta
kerjasama belum meratanya

pembangunan antar
daerah.

kapasitas ~ SDM
perencana; dan
belum optimalnya
pengelolaan dan
pemanfaatan

data, teknologi
informasi dan
komunikasi,

- Belum optimalnya

Pengendalian dan
Evaluasi

Perencanaan
Pembangunan
Daerah serta
penygjian  data
yang dapat
diakses

masyarakat secara
luas.

3.4  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilyah (RTRW)

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) memuat: (a) tujuan, kebijakan, dan

strategi penataan ruang wilayah provinsi; (b) rencana struktur ruang wilayah
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provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan
kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana
wilayah provinsi; (c) rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan
lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi; (d) penetapan
kawasan strategis provinsi; (e) arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang
berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan (f) arahan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan
peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif,
serta arahan sanksi. Tujuan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
provinsi yang dimuat dalam RTRWP untuk meningkatkan efektivitas penerapan
rencana tata ruang wilayah provinsi, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Maluku Utara di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013

Visi penataan ruang yang merupakan penjabaran visi Provinsi Maluku Utara adalah

Terwujudnya Tata Ruang Provinsi Maluku Utara yang berbasis pada sumber

daya dan pengembangan berdasarkan gugus pulau menuju masyarakat

Maluku Utara yang sejahtera.

Kemudian, dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi penataan
ruang Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

(1) Menciptakan keserasian pelestarian kawasan lindung dan pemanfaatan
kawasan budidaya, dengan berbasis pada mitigasi bencana;

(2) Mengembangkan potensi sumberdaya alam secara optimal dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

(3) Meningkatkan dan mengembangkan prasarana wilayah secara berkelanjutan,
membuka daerah-daerah terisolir dan membuka kantong-kantong produksi
baru;

(4) Menata pusat-pusat pengembangan sesuai dengan daya dukung dan kapasitas
wilayah dan kondisinya sebagai provinsi gugus pulau dengan dukungan sistem
jaringan transportasi yang memadai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara berasaskan:
a. keterpaduan;

b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;

c. keberlanjutan;

d. keberdayagunaan dana keberhasilgunaan;
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e. keterbukaan;

f. kebersamaan dan kemitraan;
g. perlindungan kepentingan umum;
h. kepastian hukum dan keadilan;

akuntabilitas

—

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara adalah untuk:

(1)  Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan

berkelanjutan

(2) Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan

buatan;

(3) Mewujudkan keseimbangan dan keserasian antar wilayah dan antar

sektor

(4) Mewujudkan wilayah Provinsi Maluku Utara yang mengakomodasikan
keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar

wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor.

Sehingga dicapai kesejahteraan masyarakat dan menjadikan wilayah Provinsi
Maluku Utara sebagai kawasan strategis di Indonesia Timur secara berkelanjutan
melalui upaya-upaya pemanfaatan sumberdaya alam di dalamnya secara berhasil
guna dan berdaya guna, pencegahan kerusakan fungsi dan tatanan lingkungan
hidup serta pencegahan bencana alam.

Dalam persiapan merumuskan kebijakan teknis perencanaan tata ruang,
BAPPEDA sebagai Sekretariat dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi teknis pendukung dan pemanfaat
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait dengan penyusunan program dan penyusunan
dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Dengan adanya BKPRD permasalahan

dan solusi dalam penyelenggaraan penataan ruang dapat dikoordinasikan.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP),
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melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup
dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi
meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau
kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir,
longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah
yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber
daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong
perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah
yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau
terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok
masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan
manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan
kerangka pikir (framework of thinking) Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup
yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang
tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga
kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah
Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan
Kabupaten/Kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi
menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus
dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan.

Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk

Rencana Strategis (Renstra)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluky Utara
Tahun 2020-2024

51



memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan
kebijakan dan program pemerintah.

Namun sampai saat ini Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah di Provinsi Maluku Utara belum dikuti dengan KLHS hal ini disebabkan
karena kapasitas sumber daya manusia yang memahami konsep dan regulasi KLHS
masih sangat terbatas padahal aturan perundang-undangan mewajibkan. Untuk itu
kedepannya setiap Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
harus diikuti dengan KLHS. Telaah RTRW dan KLHS yang terkait dengan pelayanan
Bappeda Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 6
Telaahan RTRW dan KLHS Terkait Pelayanan Bappeda

Provinsi Maluku Utara

hidup dalam RTRW
baru sampai muatan

Faktor
Permasalahan
No | Telaahan 2Ty e i Penghambat Pendorong
1 | Implikasi Tidak ada permasalahan |1. RTRW belum | Bappeda selaku Wakil
RTRW karena tugas fungsi sepenuhnya ketua TKPRD mempunyai
Bappeda pada peran dijadikan acuan | kewenanganan dalam
koordinasi dalam pelaksanaan | mengkoordinasikan
pembangunan kegiatan penyelenggaraan
. Kajian  lingkungan | penataan ruang

berdasarkan Permendagri
Nomor 54 Tahun 2009

daya dukung dan | tentang Pembentukan
daya tampung | TKPRD, Peraturan
lingkungan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan
Ruang
2 | Implikasi Dokumen perencanaan | Kapasitas SDM yang | Peraturan yang
KLHS pembangunan belum | memahami KLHS dan | mewajibkan penyusunan
diikuti dengan KLHS regulasi KLHS terbatas | KLHS untuk setiap
dokumen perencanaan
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan saat ini yang merupakan kondisi

yang harus diperhatikan kedepan untuk perubahan masa depan, maka isu-isu

strategis yang Bappeda Provinsi Maluku Utara antara lain adalah sebagai berikut :

1.  Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur perencana dan pendistribusian

tugas yang merata;
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Meningkatkan keselarasan antara RPJMD dan RKPD dengan pelaksanaan pada
OPD (Renstra/Renja OPD) maupun RPJMD dan RKPD kabupaten/Kora;
Meningkatkan kualitas perencanaan dengan memperhatikan ketepatan sasaran
dan ketercapain target berdasarkan kualitas pengendalian dan monitoring
evaluasi baik pada OPD provinsi maupun kabupaten/kota;

Masih rendahnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama pelaksanaan
penyusunan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah;

Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kelembagaan;

Mengoptimalkan penggunaan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

dalam sistem perencanaan,pengendalian sampai pada monitoring dan evaluasi.
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Bab 4

Tujuan Dan Sasaran

4.1.  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Maluku
Utara

Seperti yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa keterlibatan
Bappeda Provinsi Maluku Utara dalam mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil
Gubernur terpilih periode 2020-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah
pada Misi ke 5 (lima) yaitu Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik
dan Berkeadilan dengan tujuan misi ini adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis dan indikator tujuannya adalah
Indeks Tata Kelola Pemerintahan, sedangkan untuk tercapainya tujuan tersebut
maka sasarannya adalah Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian
pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan
publik pemerintah daerah dengan indiator sasaran: Indesk Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan dan Indeks Pengendalian dan Pengawasan
Pembangunan

Untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dengan

melihat permasalah dan isu-isu stragis yang ada maka tujuan dan sasaran jangka
menengah Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut ;
Tujuan Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah: Meningkatkan Kualitas
Perencaan Pembangunan Daerah dengan indikator tujuannya adalah
Nominasi PPD. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran strategis Bappeda
Provinsi Maluku Utara adalah Meningkatnya sinergitas dan koordinasi
perencanaan pembangunan daerah dengan indikator Persentase Kesesuaian
dan Konsistensi Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, dan
Renja).

Untuk melihat keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis
RPJMD Provinsi Maluku Utara dengan Tujuan, Sasaran dan indikator sasaran

Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 41
Matrix Keterkaitan antar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Restra Bappeda Provinsi Maluku Utara

“Maluku Utara | Misi 5 Mewujudkan Indeks Tata | Meningkat | Indeks Tujuan : Meningkatnya | Persentase
Sejahtera” Memantapkan | tata kelola Kelola nya kualitas | perencanaan | Meningkatkan sinergitas dan | Kesesuasian
Tatakelola pemerintahan | Pemerintah | perencanaa | dan Kualitas ~ Perencaan koordinasi dan Konsistensi
Pemerintahan | yang lebih an n dan Pelaksanaan | Pembangunan Daerah perencanaan Dokumen
yang Lebih baik, inovatif, pengendali | Pembanguna pembangunan | Perencanaan
Baik dan melayani dan an n daerah (RPJMD
Berkeadilan demokratis pembangun Indikator Tujuan: Renstra, RKPD
an, Nominasi PPD Renja)
akuntabilita
s kinerja,
kualitas
pengelolaan
keuangan,
serta
pelayanan
publik
pemerintah
daerah
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Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4 2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan: - Meningkatnya Persentase  Kesesuasian
Meningkatk | sinergitas dan | dan Konsistensi Dokumen
an Kualitas koordinasi Perencanaan (RPJMD % 90% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100%
Perencaan perencanaan Renstra, RKPD Renja)
Pembangun pembangunan
an Daerah daerah
Indikator
Tujuan:
Nominasi
PPD
Rencana Strategis (Renstra)
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Bab D

Strategi dan Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran pada Bab 4, maka untuk

menetapkan strategi dan arah kebijakan kedepan, perlu lakukan analisis faktor-

faktor lingkungan internal maupun eksternal yang dapat berpengaruh terhadap

pembangunan. Untuk itu pada gambar dibawah ini dapat diuraikan faktor-faktor

tersebut baik faktor kekuatan, kelemahan, peluang maupun tantangan dalam tabel

berikut:
Tabel 5. 1.
Indentifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal
FAKTOR INTERNAL
No Kekuatan (S) NO Kelemahan (W)
S1 | kemampuan dan  kapasitas | W1 | Belum meratanya kapasitas dan kualitas
sumberdaya  aparatur  yang SDM perencana
memadai
S2 | Adanya alokasi anggaran | W2 | Belum optimalnya system pengelolaan
pembangunan baik yang data base perencanaan
bersumber dari APBD maupun
APBN
S3 | Adanya dukungan sarana | W3 | Kurangnya koordinasi internal dan antar
prasarana kelembagaan bidang
S4 | Motivasi bekerja yang kuat W4 | Beban kerja yang belum sesuai dengan
jumlah SDM
S% | Produk BAPPEDA  menjadi | W5 | Belum optimalnya pelaksanaan
pedoman dalam monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pembangunann
daerah sesuai yang diamanatkan
undang-undang
FAKTOR EKSTERNAL
No Peluang (O) No Tantangan (T)
O1 | Kesempatan mengikuti | T1 Kurangnya  pemahaman  masyarakat
pendidikan dan pelatihan tentang  sistem dan mekanisme
perencanaan pembangunan partisipatif
02 | Dukungan pemangku | T2 | Tuntutan dan aspirasi semakin beragam
. . dengan berbagai kepentingan yang
kepentingan yang terkait dengan semuanya  harus  ditampung  dan
perencanaan daerah cukup tingg diperhatikan
O3 | Perkembangan teknologi dan | T3 Sering berubahnya peraturan
informasi yang dapat perundangan
dimanfaatkan untuk
meningkatkan kualitas
Rencana Strategis (Renstra)
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perencanaan.

O4 | Kerjasama dengan pihak lain | T4

dalam  bidang  perencanaan
pembangunan

Kurangnya koordinasi antar Perangkat
Daerah.

Os5 | Komitmen Perangkat Daerah | Ts

lain untuk melaksanakan system
perencanaan

Adanya perbedaan persepsi tentang
mekanisme perencanaan pembangunan
antara legislatif dan eksekutif

Faktor Kunci Keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang

diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis sebelumnya. Analisis lingkungan

internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang

strategi berdasarkan analisis SWOT tersebut diatas, maka Faktor kunci

keberhasilan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Bappeda;

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;

3. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik

antar fungsi Pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah serta partisipasi

antar pelaku pembangunan;

4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan.
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Tabel 5. 2.
Formulasi Strategi SWOT

NALISIS LINGKUNGAN
INTERNAL
(IFAS)

ANALISIS LINGKUNGAN
EKSTERNAL

Strength (S)

Weakness (W)

kemampuan dan kapasitas
sumberdaya aparatur yang
memadai

Belum meratanya kapasitas
dan kualitas SDM perencana

Adanya alokasi anggaran | Belum optimalnya system
pembangunan baik yang | pengelolaan  data  base
bersumber  dari  APBD | perencanaan

maupun APBN

Adanya dukungan sarana | Kurangnya koordinasi

prasarana kelembagaan

internal dan antar bidang

Motivasi bekerja yang kuat

Beban kerja yang belum
sesuai dengan jumlah SDM

Produk BAPPEDA menjadi

pedoman dalam
penyelenggaraan

pembangunann daerah
sesuai yang diamanatkan

Belum optimalnya
pelaksanaan monitoring dan
evaluasi

(EFAS) undang-undang
Opportunities (O) S-O0 W-0
Kesempatan mengikuti | Mengikuti pendidikan dan | Meningkatkan kapasitas dan
pendidikan dan pelatihan pelatihan sesuai dengan | kualitas SDM perencana
tugas fungsi melalui diklat perencanaan
Dukungan pemangku | Meningkatkan  Koordinasi | Memperkuat sistem
kepentingan yang terkait informasi database

dengan perencanaan daerah
cukup tingg

dengan Stake Holder

perencanaan terpadu

Perkembangan  teknologi | Optimalisasi teknologi | Meningkatkan = Koordinasi
dan informasi yang dapat | untuk kelancaran tugas | natara  bidang  dengan
dimanfaatkan utuk | fungsi mengoptimalkan teknologi
meningkatkan kualitas dan Informasi
perencanaan
Kerjasama dengan pihak | Meningkatkan  kerjasama | Meningkatkan  kerjasama
lain dalam bidang | dalam perencanaan | dengan pihak lain
perencanaan pembangunan | pembangunan
Komitmen Perangkat | Meningkatkan  koordinasi | Mengintegrasikan
Daerah lain  untuk | perencanaan pembangunan | monitoring dan evaluasi
melaksanakan system dalam sistem perencanaan
perencanaan

Threats (T) S-T W-T
Kurangnya pemahaman | Sosialisasi sistem | Meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang sistem | perencanaan pembangunan | perencanaan bagi internal
dan mekanisme | kepada masyarakat Bappeda maupun
perencanaan pembangunan masyarakat
partisipatif
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Tuntutan dan  aspirasi | Meningkatkan kualitas | Meningkatkan  koordinasi
semakin beragam dengan | perencanaan sesuai tuntutan | lintas sektor dan antar
berbagai kepentingan yang | dan aspirasi masyarakat bidang untuk menjawab
semuanya harus ditampung tuntutan  dan  aspirasi
dan diperhatikan masyarakat
Sering berubahnya | Memperbaharui  wawasan | Peningkatkan efisiensi kerja
peraturan perundangan SDM tentang peraturan dan  wawasan  tentang
perundangan peraturan
Kurangnya koordinasi antar | Optimalisasi ~ penggunaan | Meningkatkan sistem
Perangkat Daerah. sarana dan prasarana kerja | pengelolaan database
untuk mendukung | perencanaan melalui
koordinasi antar PD koordinasi antar PD
Adanya perbedaan persepsi | Meningkatkan  koordinasi | Merumuskan rekomendasi
tentang mekanisme | dengan legislatif dan penyamaan persepsi
perencanaan pembangunan mekanisme perencanaan
antara legislatif dan termasuk monitoring dan
eksekutif evaluasi dengan legislatif

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan
yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah
dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit,
dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai
tyjuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-
program.

Sedangkan Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai
suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena
itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan
program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam
perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi satuan kerja Perangkat Daerah.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda menetapkan strategi dan

arah kebijakan sebagaimana Tabel Berikut
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Tabel 5. 3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Provinsi Maluku Utara
Tahun 2014 - 2019

Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan Membangun sistem
Kualitas Perencaan | sinergitas dan | koordinasi perencanaan
Pembangunan koordinasi perencanaan terpadu
Daerah perencanaan pembangunan melalui
pembangunan optimalisasi teknologi
daerah informasi
Mengintegrasikan Membangun sistem
data dalam bentuk | satu data
satu data | pembangunan
pembangunan
dan memperkuat
sistem informasi data
terpadu
Mengintegrasikan Meningkatkan
sistem monitoring | akuntablitas
dan evaluasi | melalui sistem
perencanaan pengendalian
pembangunan daerah | terpadu
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Bab 6

Rencana Program Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana program/kegiatan serta pendanaan BAPPEDA Provinsi Maluku
Utara Tahun 2020 disusun berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Tabel 6.1.

Sedangkan untuk tahun 2021 - 2024 Rencana Program Kegiatan dan Sub
Kegiatan serta pendanaan Bappeda Provinsi Maluku Utara disusun berdasarkan
pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Permendagri Nomor go Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagimana
Tabel 6.2.

Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan,
serta tugas pokok dan fungsi BAPPEDA yang berfungsi sebagai institusi
perencanaan. Adapun rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :
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Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun 2020 (Permendagri 13 Tahun 2006)

Tujuan Sasaran | Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Satuan | Data Capaian pada Target Kinerja Program dan Ker angka Pendanaan Kondisi Kinerja padal Unit Kerja Lokasi
Sasaran, Program (outcome) dan Tahun Awal akhir periode | Perangkat Daerah
Kegiatan (output) Perencanaan RenstraPerangkat | Penanggungjawab
Daerah
2017 | 2018 2020 2021 2022 2023 2024
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Per encanaan Pembangunan
MENINGKATKAN Program Perencanaan Ter sedianya Dok umen AdalTidak Adal Ada) Ada) 3.532.798.900,00 Ya
KUALITAS Pembangunan Daer ah Perencanaan
PERENCAAN
PEMBANGUNAN
Penyunan RPIPD 2025- 2045 Dok RPIPD Dok
Penyusunan RPIMD 2024 -2029 Dokumen RPIMD Dok 1]
Penyusunan RKPD dan RKPD Dok. RKPD dan RKPDP Dok 2| 300.000.000,00
Perubahan
Musrenbang RKPD Dok. Musrenbang RKPD Dok 1] 1500,000.000,00
Penyusunan KUA PPASdan KUA |Dok.KUA PPASdan KUA Dok 2 300.000.000,00
PPAS Perubahan PPASP
Penilaian dan Pemberian Jumlah Kabupaten/Kotayang Kab/Kota 10j 100.000.000,00
Penghargaan Perencanaan di penilaian
Pembangunan Daerah (PPD) perencanaan pembangunan
daerah
Sinkronisasi perencanaan Dok Usulan APBN dan DAK Dok 1] 200.000.000,00
perrbangunan nasional dan daerah
berbasis aplikasi
Fasilitasi Penyusunan Regulasi, Fasilitasi Kesekretariatan Dok 0f 0l 1] 332.798.900,00
evaluasi dan Pelaporan SDGs TPB/SDGs
Pengelolaan Sistem E-Planing Sistem Perencanan Berbasis Apikasi 1] 300,000.000,00
Hektronik
Penyusunan Renstra Bappeda 2024- | Dok Renstra Bappeda 2024-2029 Dok 1]
2029
Penyusunan Renja (RKT) Bappeda | Dok Renja (RKT) Dok 1] 50,000.000,00
Verifikasi Ranwal RenstraPD 2024-  {Jumiah Ranwal Renstra PD 2024 OPD 0
2029 2029
Reviu Renstra PD 2019-2024 Jumlah Dok Renstra OPD yang di Dok 36
reviu
Reviu Renja (RKT) Perangkat Jumiah Dok Renja (RKT) Dok 36 150,000.000,00
Daerah Perangkay Daerah yang di reviu
Fasilitasi Kegiatan Lintas Jumlah kegiatan terlaksanannya | Kegiatan 50) 300,000.000,00
Kementerian/Lembaga dan daerah | Fasilitasi Kegiatan lintas
Kementerian/lembaga dan Daerah
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Program Bluasi dan resentasekesesuaian dokumen | % 85 8 90 197500000000
Pengenddlian Pembangunan Pper encanaan dengan
Dagréh peleksanaan pembengunan
deereh
Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Hasil Pelaksanaan Dok 1 jl jl 73000000000
Pembangunan serta Pengelolaan E- |Evaluasi APBD dan APBN
Manev
Penyusunan LKPJ Dok, LKPJ Dok | 1 1 24000000000
Fasilitasi dan Evaluasi Dokumen | Dok Hasil Evaluasi Perencanaan | Dok 0 0 jl 37000000000
Perencanaan Penhangunan Pembangunan Kab/Kota
Kabupaten/Kota
Evauasi RRMD Dok. Hasil Evaluasi RPIMD Dok 0 0 jl
Evaluasi RKPD Dok Hasil Evaluasi RKPD Dok 000 0 jl 20000000000
Pelatihan penyusunan Dokumen  |Jumizh ASN Kabupaten/kota QOrang 000 0 5 35000000000
Perencanaan Kabupaten/Kota |yang mengikuti pelatinan
Fasilitasi Penyerahan DIPA Persentasi distribusi DIPA % 10000 100 100 8500000000
Penunjang Ur usan
Program Pelayanan Administrasi - |Cakupan keter seciaan | ayanan % 100 100 1200 1563595.000,00
Perkantoran dan Penyelenggaran |administrasi perkantoran
Pemerintahan Ber basis Hektronik | Cakupan penyel enggaraan %
urusan pemerintahan berbesis
dlektronik
Penyediaan jasasurat menyurat | Cakupan Ketersedliaan jasasurat |~ % 00 000 00 3050000000
menyura dalammendukung
kelancaran tugas dan fungsi
Bappeda
Penyediaan JesaAdminsitarsi | Cakupan ketersediaan jasa % 00 000 00 225000000
Keuangan adminsrasi keuangan dalam
mendukng kelancaran tugas dan
fungsi Bappeda
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Penyediaan jasa kebersihan kantor

Cakupan Ketersediaan jasa
kebersihan kantor dalam
mendukung kelancaran tugas dan
fungsi Bappeda

10

10

10

12400000000

Penyediaen alat tulis kantor

Cekupen Ketersediaan alat tulis
Kentor dalammendukung
kelancaran tugas dan fungsi
Bapeda

10

5800000000

Penyediaen barang Cetakan dan
penggendaan

Cokupen ketersediaen barang
cetakakan dan penggandaan
delammendukung kelancaran
ugas dan funasi Bappeda

10

10

10

75000000

Penyediaan komponen instalasi
lstriklpengrangan bangunan kantor

Cakupan ketersediaan komponen
instalasi isrik/penerangan
hangunan kantor dalam
mendukung kelancaran tugas dan
fungsi Bappeda

10

10

10

177400000

Penyediaen mekanan dan minumen

Cakupen ketersediaen makan dan
mnumdalammendukung
kelancran tugas dan fungsi
Baopeda

23000000000

Repat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke uar dagrah

Cokupen ketersediaan Rapat-
1apat koorainasi dan konsultasi
ke luar daerah delammendukung
kefancaran tugas dan fungsi
Bapeda

68000000000

Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalamdagrah

Cakupen ketersediaan Rapat-
1apat koorcinasi dan konsultasi
ke dalamdaereh delam
mendukung kelancaran tugas dan
fungsi Baopeda

10000

2959100000
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Program Peningkatan Sranadan |Cakupen keter seciaan dan % 000 000 100 1890.000000,00
Prasarana Aparaiur kelayakan sarana dan prasarana

aper afur dlam mendukung

kelancar an tugas dan fungsi

Bapped
Pengadaan Kendaraan Jumiah Kendaraan Jumiah
dinasloperasiondl Dinas/Operasiona
Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumiah Peralatan Gedug Kantor | Jumizh 38950000000
Pemeliharazn utin/berkala Jumiah Kendaraan Juniah 27000000000
kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasionayang

tepelihaa
Peningkatan Sarana dan Prasarana | cakupan Peningkatan kualitas | Juniah 85050000000

Sarana dsn Prasaran dalam

mendukung kelancaran tuges

pokok dan fungsi Bappeda
Penyediaan sewa Gedung jumizh Gedung Kantor/Rumef | Jumiah 210000000
Kantor/Rumeh/Rumah Dinas Rumeh Dinas
Pemefiharaan Barang Millk Daerah  {Terlaksanannyapemelinarazn 10000000000
Bappeda BMD
Program Peningkatan Kapesitas  |Cakupan pemenuhan dukungan |~ % 2000 2000 100 442.200.100,00
Sumber Daya Apar aur peningk atan k apesitas sumber

aya2par aur
Pengerbangan Kapasitas Andlis | Jumlah ASN Bappedayang orang 597050000
Perencana mengikuti Diklat Fungsiond

Perencana
Peningkatan Kapasitas SOM Juniah Aparatur Perencana yang| ~ orang 19623060000
Aparatur perencana mengikuti peningkatan kapasitas

M
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Program Peningkatan Cakupen pemenuhan dukungan |~ % 00 00 00 700000.000,00
Pengembangan Sistem Pelaporan | peningk atan pengembengan
Capaian Kinerjadan Keuangan  |sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Peyusunan Laporan Keuangan | Dok Laporan Kevanoan Dok 10000000000
Penyusunan Laporen BMD Dok Laparan BMD Dak 10000000000
Penyusunan Laporan AP Dok aporan PP Dok 10000000000
Penyusunan Laporan Kinera (LKJ) Dok Laporan LK] Dok 10000000000
Bappeda
Pengelolaan Adninistrasi umum dan|tersediannya administrasi umum | Dok 20000000000
Kepeoawaian dan kepegawaian
Penyusunan SOPBappeda Dokumen SOP Bappeda Dok 10000000000
Program Pengembangan Presentase Data Perencanan % 0% 170293436300
DatalInformasi Perencanagn _|vana terpublikasi
Penqelolaan Website Web Baopeda website 63000000000
Pengelolaan e-daishase SPD [ Persentase Ketersediaan Data % Iy 93436300
JED
Pengelolaan pusat datadan Porsentase Ketersediaan Fasilitas| % bl 20000000000
|informsi Pusat Data
Publikasi dan Informasi Dok. Dan informesi, pda/ tidak ada 15000000000
Perencanaan Pebanqunan
Pengemhangan SistemInformesi  (tersedianya Sstem Informesi | ada tidak 3000000000
dan Dataspasial pengemhangan | Data Spasia ala
wiayeh
Koordnas Regoral PORE uridikekutsetan ddan | Kegitan 1 1 1 15000000000
| kevjatan Konreg PDRB
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Program Perencanaan Per sentase Keselar asan % 60 65 2.174,000.000,00
Pembangunan Bk onomi Program Bidang Perekonomian
Penyelenggaraan Perencanaan  |Jumiah Urusan pemerintahan urusan 10 10 10 800000.00000
Permbangunan bidang Perekonomianfyang terencana padalingkup
dan Perdagangan hidang perekonomian dan

perdagangan
Dukungan kebijakan nasional /| {Dok. Dukungan kebijakan Dok 1 1 1 36250000000
dagrah bidang Perekonomian dan  [nasional / dagrah bidang
Perdagangan Perekonormian dan Perdagangan
Pefaksanaan Tujuan Pemhangunan Dok SDGs Pilar Exonomi Dok 100 1 1 28650000000
Berkelanjutan Pilar Ekonomi
Penyusunan Dok dan Pemetaan potensi Dok na nlg 1 36250000000
Perencanaan/|dentifikasi Potensi  {Unggulan wilayah
Unggulan Ekonori Daerzh
Penyusunan Perencanaan Dok. Penyusunan Perencanaan Dok na  nlg 1 36250000000
Pengemhangan Tanaman Pengembangan Tanamen
perkebunan dan hilrisasil perkebunan dan hilrisasil
industrialisasi industrialisasi
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Program Perencanaan Per sentase Keselarasan % 60 65 1.974,000.000,00
Pembengunan Pemerintahan dan  |Program Bidang Pemerintahan
Stsidl Budaya dan Sosidl Budayva
Penyelenggaraan Perencanaan  |Jumiah Urusan Pemerintahan Urusan 1 750000,000,00
Permhangunan bidang Pemerintahan |yang terencana padalingkup
dan Sosial Buclaya bidang Pemerintahan dan sosial

Budaya
Dukungan kebijakan Dok Dukungan kebijakan Dok 300 3 3 40000000000
nasionalldagrah hidang nasional/dagrah bidang
pemerintahian dan sosial budaya | pemerintahan dan sosial budaya
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan  |Dok SDGs Plar Sosial Hukumdan| Dok 1 350.000,000,00
Berkelanjutan Plar Sosial, Hukum | TataKelola
dan TataKelola
Andlisis Kebijakan Bidang Dok. Perencanaan Kebijakan Dok 1 47400000000
Pemerintahan dan Sosial Budaya  |bidang pemerintahan dan sosial

budaya
Program Perencanaan Presentase Keselarasan % 60 65 1874,000.000,00
Pembangunan Infrastruktur dan  |Program Bidang IPW
Pengembangan Wilayah
Penyelenggaraan Perencanaan  |Jumiah Urusan Pemerintahan Urusan 4 4 4 674,000,000,00
Permhangunan infrastruktur yang terselenggara perencanaan

perbangunannya.
Penyelenggaraan Perencanaan  |Jumiah Urusan Pemexintahan Urusan 0 [J b 500000,000,00
Pemhangunan pengembangan  |yang terselenggara perencanaan
wilayah perbangunannya
Pelaksanaan Tujuan Penbangunan |Jumish Dokumen Dok 0 0 1 250000,000,00
Berkelanjutan Plar Lingkungan
Dukungan kebijakan nasiond Jumiah kebijakan nasional yang | Kebijakan il 1 3 45000000000
bidang infrastruktur dan terselenggara dan terkoordinasi
pengembangan wilayah perencanaan pembangunannya
Pemanfaatan dan Pengembangan  (jumiah perumusan perencanaan Dok 0 U 1
Sains dan Teknologi Penerbangan  |pemhangunan yang berbasis
antariksa pemanfaatan Sains dan Teknologi

penginderagen jauh

17.828529.363,00
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Tabel 6.2.

Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun 2021 - 2024 (Permendagri 9o tahun 2019)

Indikator Kinerja Tujuan, |Data Capaian
Sasaran, Program pada Tahun L
[outcome] dan Kegiatan Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi | Unit Kerja
output Perencanaan o -
Kode nglamll(_egiatanfSuh (output) ':'"e"!:. PeD'a"g':t E
Kegiatan 2019 | 2020 2021 2022 2023 2024 padaakhiy,) .Lasta -~
periode |Penanggu| g
= Renstra | ngjawab
Tujuan Sasaran Target Rp. Target Rp. Target Rp. Targey Rp. "
glea|8| 2| #
=lz%|=| 5|s2| MNomenklatur Urusan
ﬁ;ﬁ E" 'E,.:ﬁ'i,. Provinsi
L R
5 URUSAN PENUNJAG
PEMERINTAHAN
5 M PERENCANAAN om0k 0% 35.000.000.000 | 00x)  36.150.000.000 | 100%|  37.358.000.000 | 100 38.625.000.000
Meningkatkan |Meningkatnya | & [ 01 02 PROGRAM Tingkat konsistensi
g:‘::;:ian i:‘;:g:;:;"‘“ :E:Egﬁg:m:'mu :;‘;‘::’:;aé'gjﬁ;ﬂ dalam | 82% | 90 | 802 | 9.000.000.000 | 903 |  9.450.000.000 | 903 9.922.000.000 | 903 |  10.419.000.000 | 903
Pembangunan | perencanaan E¥ALUASI RKPD dan APBD [persen)
Daerah pembangunan PEMBANGUNAN Tingkat ketercapaian kinerja
daerah DAERAH penyelenggaraan
pemerintahan daerah
[persen)
Tingkat konsistensi
pengebarluasan informasi
perencanaan pembangunan
daerah secara online selama
setahun [persen)
500 oz Koordinasi Perencanaan |Cakupan Koordinasi Peran &
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan | 100 | 100% | 1003 £.700.000.000 | 1003 7.050.000.000 | 100 7.250.000.000 | 100 7.450.000.000 100%  |Sekret Malut
Daerah
500 oz FKoordinasi Penyuzunan
Dokumen Perencanaan
01 |Pembangunan Daerah Dok RPJPD. RFJMD. FKPD 10k | 10ak | 10ok 300.000.000 | 1Dak 350.000.000 | 100k 350,000,000 | 1Dak 350.000.000 1003 SEKRET | Malut
[RPJPD, RFJMO dan RKPD)
Provinsi
00 fozpm Koordinasi Penyusunan
Flokurrien Berericansa Diok laporan Hasil Koordinasi
02 [Pembangunan Daerah BT 10k | 1Dak | 100k 300.000.000 | 1Dak 350.000.000 | 100k 350,000,000 | 1Dak 350.000.000 1003 FERAN | Malut
[RPJPD, RFJMO dan RKPD)
Fabupatenfk ota
R PRI G Koordnasi Palatsanaan: \ DokimenLsponnBelakeanamn: | | i | iy 1600000000 | 1Dk 1500000000 | 100k 1500000000 | 1Dk 1900000000 | 0% | SEKRET | M
Muzsrenbang Provinsi Mluzrenbang Provinsi
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o o2 o Koardinasi Pelaksanaan Fomum
g |Ferangkat Dok Lep.KoordnesiFelabeanaan | oy | rameks | ek 300,000,000 | 10ck 30000000 | 100k 350000000 | 100k /OOOOD | 100% | SEKFET | Ma
Daerah f Lintaz Perangk.at Farum POfLintas PO
Daerah
01 fozom Pengintegrasian Dokumen
Perencanaan Pembangunan
ikl iR L L PR ) 100k 300000000 | 100k 30000000 | 100k 30000000 | 100k /OO0 | 100% | SEKFET | Ma
Peranghat Daerah dan
Renzana Pembangunan
Lainnya
O Per 0L g Merebks Bemnasshon |k Indencthas Pormasdshat "y |y i 1400000000 | § Dk 1460000000 | 5Dk 1650000000 | § Dk, 1650000000 | 100% | SEKRET | Malt
Pembangunan Dagrah pembangunian Daersh
Ol et Hobibits Aplkss Aplks Ak Bplikasi ks
07 |Informasi Pembangunan | e-Oata Base i A 1700000000 | 1700000000 | 1700000000 | ' 1300000000 | 0% | PERAN | Maw
B Dakum Dakum Diaku Dakum Dk
En En men en men
Dl PR Mt Reomamanan bt pfermasi: JLoKiamers Dt s 10ck | 10ck | 10ck 300000000 | 1Dk 30000000 | 10k 380000000 | 10ak |00 | 0% | PERSM | Ml
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
0 fozp Pengumpulan dan Analisis Data
saifoas Data dan InformasiFerencanaan
03 | Pembangunan untuk. 10ck [ 10ck | 10ok 300.000.000 | 10ak 350,000,000 | 100k 350,000,000 | 1Dak 380.000000 | w00% FERAN [ Malut
Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan
Daerah
0 foznz Koordinasi Perencanaan |Cakupan Koordinasi
Pendanaan Pembangunan|Perencanaan Pendanaan 1003 | 100 | 100z 1100000000 | 1003 1.100.000.000 | 100 1.273.000.000 | 100z 1.400.000.000 | 100 SEKRET | Malut
Daerah Pembangunan Daerah
0 foz(nz e e Dok Laporan Hasil Koordinasi
1) [ It Prenyuzunan pagu Indikatit 10ck | 10k | 100k 300,000,000 | 10ak 300,000,000 | 10k 300,000,000 | 10ak 00000000 ) w00% SEKRET | Malut
Indik.atif Pembangunan Daerah
Pembangunan dagrsh
0 foz{o2 Koordinasi dan Sinkronizasi  [DiokJaporan Koordinasi dan
02 |Kebijakan Penganggaran di Sinkranizasi Kebijakan 10ck | 10k | 10ak J00.000.000 | 1Dak. 300,000,000 | 10k, 300,000,000 | 1Dk 300,000,000 LIRS SEKRET | Malut
daerah penganggaran di daerzh
0 foz{1o2 Analizadan Pengkajian Dok naliza dan pengk.jian
03 |Perencanaan dan Pendanaan  |Perencanaan dan Pendanaan 10ck | 10k | 10ak B00.000.000 | 1D0ak. B00.000.000 | 1Dk 73000000 | 10k 800,000,000 JLIIES SEKRET | Malut
Pembangunan Dagrah pembangunian Daersh
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0 foz0s Pengendalian, Evaluasi | Cakupan Pengendalian,
dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan 100z | 100z | 100% 1.200.000.000 | 1003 1.300.000.000 | 1003 1.400.000.000 | 1003 |  1569.000.000 | 100x | PERAN | Malt
Pembangunan Daerah | Pembangunan Daerah
s eI g ontig mroghamdn, {00k Lepren Monkaogialoanan | vy gyl e 200000000 | 1Dk 300000000 | 10ck 400,000,000 | 10ck BR000000| 0% | PERAN | M
Kegiatan Peranghat Daersh | Kegistan dan Sub kegistan POF
L L NN il AT, Pt T 200000000 | 100k 360000000 | 100k 350000000 | 100k W00 | M0 | PERAM | Mau
Programetegiatan terkait SPM | berkait SP
i RoalleE L aan Dok Hasil Evaluasi Capaian
0} | Programek egiatan Perangkat ProgiegPD 10ck | 10ak | 10ak 300.000,000 | 1D0ak 350,000,000 | 1Dk 350.000.000 | 1D0ak 0000000 | 00% PERAN | Malut
Daerah
T POkl 10ak | 100k | 10k 200000000 | 10ck 00000000 | 10k 300000000 | 10k 00000000 | 00% | PEREN | Mat
Capaian Pembangunan Daerah | Pembangunan daersh
0f fo3 PROGRAM Tingkat konsistensi
PERENCANAAN penjabaran program
PEMERINTAHAN DAN | prioritas RPJMD bidang 90 | 903 | 90% | Rp5.000.000.000 | 903 | Rp5.250.000.000 | 90% | Rp 5.513.000.000 | 90 | Rp5.788.0000000 | 90x S05BUD |MALLT
PEMBANGUNAN Pemerintahan dan
MANUSIA Pembangunan Manusia ke
0f foafi Fasilitasi dan Money Tingkat konsistensi
g::‘::z::::f;:‘;:‘;“ :ﬁ'ﬂ:{’:;‘é‘;j:fé‘;“m 90 | 95% | 100z | Rp 1.550.000.000 | 100% | Rp 1.550.000.000 | 1003 | Rp 1650.000.000 | 100x | Rpi700.000.000 | 100x | SOSEUD |MALUT
Pemerintahan bidang Pemerintahan ke
0f O3 1017 01 | Koordinasi Pengusunan Laparan Hazil Koordinasi Dok
EE:‘;L”;;Q”U:::E‘;‘;':;” E:z:ﬁ?;a;j;;mﬁmrn""‘;;n Dok | 10ck | 1Ock|Rp 400000000 | 1Dok|Fp 400000000 | 10ck |Fp 400000000 | 10ck|Fp  400000000| 1Dok | SOSBUD |MaLUT]
[RFJPD, RPJMO dan REFD) | BEPD) Sub Bidang Pemerintahan
Bidang Pemerintahan dumlahi laparan Hasil Koordingsi
dukungan kebizkan nagicnal 1 0ok [ 10k | Dok | Rp 350000000 | 1ok ( Rp 350000000 | 1.Cok | Rp 0000000 | 1.0k | Fp  J60000000 | 10Ok [ SOSBUD |MALLT)
bidang pemerintahan [Fanham)
0 TO3{001 [ 02 | Asistensi Penyusunan Laparan Hazil Asistensi
LRI [P e 10ck | 10ck | 1Ock|Rp 400000000 | 1Dok|Fp 400000000 | 10ck |Fp 400000000 | 10ck|Fp  460000000| 1Dok | S0SBUD |MaLLT
Pembiangunan Daerah Perencanaan Pembangunan
[RPJPD, RPJME dan RKPO) | Daersh [RPJPD,APJMO dan
00 FO300 [ 0% | Pelaksanaan Maonitaring dan - | Laparan Pelakzanaan Manitaring
Evaluasi Pengusunan Diokumen| dan Evaluasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan | Dokumen Perencanaan 1.0ck | 1.0ck | 1.0ck | Bp 400000000 | 1.0ck(Fp 400000000 | 1.0ck | Fp 500.000.000 | 1.0ck | Fp  S00.000000 |  1D0ck | SOSBUD |MALLT
Diaerah [FPJPD, RPJMOdan | Pembangunan Daerak (RPJPD,
PO Eidang Pemerintahan | RPJMO dan BEKPD) Sub Bidang
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o oz Fasilitasi dan Monev Tingkat konsistensi
Pengusunan Dokumen | penjabaran program
Perencanaan Bidang prioritas RPJMD SUB 90 | 95% | 100 | Rp 1.650.000.000 | 1003 | Rp 1.650.000.000 ( 100 | Rp 1.738.000.000 ( 100 | Rp 1.913.000.000 | 100 SOSBUD (MALUT)
Pembangunan Manusia | bidang Pendidikan dan
Pengembangan Aparatur ke
0 03102 [ o |Koordinasi Penyusunan Laparan Hazil Koordinasi Dok
Diokumen Perencanaan Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Daerah Daerah [RPJPD, FPJMD dan 1.0ck | 1.0ck | 1.0ck | Rp 400.000.000 | 1.Dak | Fp 400.000.000 | 1.0k | Rp 400.000.000 1. Dok | Rp  475.000000 | 1.0k SOSBUD (MALUT)
[RPJPD, RPJMD dan RKPO) | REPD) SubBidang Pendidikan dan
Eidang Pembangunan Manusia | Pengembangan Sparatur
Jumilah laporan Hasil Koardinasi
dukungan kebijakan nasianal 1.0ck | 1.0ck | 1.0ck | Rp 350000000 | 1.0ak | Rp 380.000.000 | 1.Dak | Rp 360000000 1. Dok | Rp 350000000 | 1.0k SOSBUD (MALUT)
bidang pembangunan manusia
0 O30 [ 02 | Asistensi Penydzunan Laparan Hazil Asistensi
Diokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan 1.0k | 1.0k | 1.0ck | Rp 400.000.000 | 1.0k | Rp 400.000.000 | 1. Oak | Rp 438000000 { 1. Dak | Rp 482000000 | 1. Dok SOSBUD (MALUT
[RPJPD, FPJMD dan RkPO) | Daerah (RPJPD, RRJMO dan
Eidang Pembangunan Manusia | RKPO] Sub Bidang Pendidik.an dan
0 0302 [ 03 |Pelaksanaan Monitoring dan | Laparan Pelaksanaan Monitaring
Evaluazi Penyusunan Dokumen| dan Evaluasi Penyusunan
E:Lﬁg;‘?g‘*gj;&";b;jﬁ%ad”an gjms'g’;:r:g‘;"‘;:}f?Hp g, | 10ok | Dok | Dok | SOD0ODDNO |i0ok |Rp  SOD0DODD|\Dek |Rp 550000000 |L0ak |Fp  BNANNO| Dok | SOSEUD |MALLT
FkPO) Bidang Pembangunan | RPJMD dan REPD) Sub
Ianusia BidangPendidik.an dan
01 fog Fasilitasi dan Monev Tingkat konsistensi
Penyusunan Dokumen | penjabaran program
Perencanaan Bidang prioritas RPJMD SUB 90 | 95% | 100 | Rp 1.800.000.000 | 1003 | Rp2.050.000.000 | 100 | Rp 2.125.000.000 ( 100 | Rp2.175.000.000 | 100 SOSBUD (MALUT)
Kesejahteraan bidang Kesejateraan Sosial,
Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal
0 [03(103[ 0 |Koardinasi Penyusunan Laparan Hazil Koardinazi Dok
Diokumen Perencanaan Perencanaan Pembangunan
pembangunan Daerah [RPJPD, | Daerah (RPJPD, RRJMO dan 1.0ck | 1.0ck | 1.0ck | Rp 400.000.000 | 1. Dok | Rp 450.000.000 | 1.0ak | Rp 475.000000 1. Dok | Rp B00.000000 | 1.0k SOSBUD (MALUT)
RPJMO dan BKPO) Eidang | REFD) Sub Bidang Kessjateraan
Kesejahteraan Masyarakat Sozial, Desa dan Daerah Tertinggal
Jumilah laparan Hasil Koordinasi
AOfEngHkbjakn hasiansl 200k | 20k | 20k |Fp 400000000 | 20ck | Fp 450000000 | 20ck | Fp 475000000 |2Dck|Fp 475000000 2Dck | SOSBUD |MBLUT
bidang pembangunan
kezejahetaaan masyarakat
01 Fo3p0af 02 |Asistensi Penyusunan Laporan Hazil Asistensi
Diokumen Perencanaan Penyuzunan Dokumen
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan 1.0ok | 1.0ok | 1.0ck | Rp 400,000,000 | 1.0ck | Rp G00.000.000 | 1. Dk | Rp 525,000,000 | 1.Ock | Rp BG0.000000 | 1.Dok SOSEUD (MALUT
[RPJPD, FPJMD dan RkPO) | Daerah (RPJPD, RRJMO dan
BEidang Kezejshteraan REPD) Sub Bidang Kesejateraan
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Ot {303 103 |Pelaksanaan Monitoring dan | Laparan Pelaksanaan Manitaring
Evaluasi Penyusunan Dokumen| dan Evaluasi Pengusunan
E:L‘:g;a[“ﬁa;d“;;”;b;jﬁmn E:;”b?:g“u:::gi:::;?ﬁp pp | 100k | 10ok | Lok \Fp 6000000\ \Dck|Fp  SSDOODNO|1Dok | Fp  GELONLDD 1ok Fp GO | Lok | SOSEUD |MALLT
REPO) Bidang Kesejahteraan | RPJMO dan REPD) Sub Bidang
IMazyarakat Kezejateraan Sosial, Desa dan
ot o4 PROGRAM Tingkat konsistensi
PERENCANAAN penjabaran program
PEREKONOMIANDAN | prioritas RPJMD bidang | 90% | 90% | 90% |  4.500.000.000 | 903 |  4.725.000.000 | 90% 4.961.000.000 | 90 |  5.200.000.000 | 90  |EKONOMI |MALUT
SUMBER DAYA ALAM | parek gnomian dan sumber
Daga Alam ke dalam RKPD
0t {o41m Fasilitasi dan Money Tingkat konsistensi
Penyusunan Dokumen | penjabaran program
Perencanaa_n Bidang prioritas RPJMD sub bidang | 903 | 953 | 100% 1.400.000.000 | 100 1.425.000.000 | 1003 1.430.000.000 | 100 | 1430000000 | 100% |ERONOMI (MALLT
Perekonomian keuangan dan pendapatan ke
dalam RKPD dan APBD
Laparan Hasil Kaardinasi Dok
EEET:::'PF:;H:?Z:: E:L‘ig;i“;;j;;r;b;jﬁrgad”an {0k | 10k | 10ck 00000000 | 10k 300000010 | 10k, 00000000 | 10ck W00 | 10 {EKONOMI |ALLT
Pembangunan Daerzh FKPD) Sub Bidang keuangan dan
0 fod{ton ot ([RPJPD,RPIMO dan BKPOT | Jumlah laparan Hasil Koordinasi
Bidang Perek.anomian dukungan kebijak.an nasional 10ok | 10ck | 1Dok 300,000,000 10ak 300.000.000) 10ak, 300,000.000) 1Dk, J00.000.000)  100x | EROMOM | BALUT)
Bidang perek.anamian [30Gs Pilar
Ot {41100 102 | Asistens Penyusunan Laporan Hasil Asistensi
Diakumen Perencanaan Penyusunan Dokumen
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan 10k | 100k | 10k 400000.000| 1 Dok, 400.000.000] 100, H00.000.000) 10k 400000000 100 |EROMONMI [MALUT
[FPJFD,RRJIMD dan RKPD) | Daersh (RPJPD, FPIMO dan
Bidang Perek.onomian RKPD) Sub Bidang keuangan dan
Ot {O4]100 [ 03 | Pelaksanaan Manitoring dan | Laparan Pelaksanaan Manitaring
Evaluasi Penyusunan Dokumen| dan Evaluasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan | Dokumen Perencanaan 10k | 10ck | 10ck 400.000.000| 10ak 425.000.000{ 100ak. 430.000.000( 10k 430000000 100 | EKOROR | MALLT
Dizerah (RPJPO,RPUMO dan | Pembangunan Daersh [RPJPD,
RPD) Bidang Perekonomian |RPJMO dan BEPO] Sub Bidang
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Fasilitasi dan Money Tingkat konsistensi
Penyusunan Dokumen | penjabaran program
Perencanaan Bidang prioritas RPJMD sub bidang | 90 | 95% | 100% 1.550.000.000 | 100% 1.600.000.000 | 100% 1.681.000.000 | 100% 1.779.000.000 | 100  |EKOWOMI |BALUT)
Ekonomi Kreatit investasi, perindustrian,
perdagangan dan UKM dalam
K.oordinasi Penyusunan Laporan Hazil Koordinasi Dok
Diokumen Perencanaan Perencanaan Pembangunan
Pembiangunan Daersh Diaerah [RPJPD, RRJMO dan 10ck | 100k | 100k 40,000,000 [ 100k 4B0.000,000 | 100k 460,000.000 | 100k 4R0000.000 [ to0z  [EKOMOMI | MALUT
[RPJRD, RRJMD dan REPD) | RKPO)sub bidang investasi,
Bidang Ekanomi Kreatif perinduztrian, perdagangan dan
Jumlah laporan Hasil Koordinasi
dukungan kebijak.an nasional 10ck | 10ck | 100k 300.000.000( 1Dk J25.000.000( 1Dak 331.000.000 | 10k 7000000 [ oo [EKOMOMI | MALUT
bidang Ekonomi Kreatif [KEE
Asiztensi Penyusunan Laparan Hazil Azishensi
Dickumen Ferencanaan Penyuzunan Diokumen
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunian 10ck | 0ok | 100k 400.000.000( 1 Dok 400.000.000( 10k 450.000.000 | 10k GO0000.000 [ M0k |EKCMOMI | MALUT
[RPJPD, RRJMDO dan RKPD) | Daerah (RPJPD, RPJMO dan
Biidang Ekanami kreatif FkPO) zub bidang investazi,
Pelakzanaan Manitaring dan | Laparan Pelaksanaan Manitaring
Evaluazi Penyuzunan Dokumen| dan Evaluasi Pengusunan
E:::E?gﬁj;;gfﬁ;ﬂn ES;'LT:;UF'“::E'::':::?HP o, | 100k | 1Dak | 100k 400000000 100k 425000000 10k 450000000 | 10k 450000000 | f0d  |EKCWOMI |MALLT
FKFD) Bidang Ekanami kKreatit | RPJMD dan BRPO)sub bidang
inuestazi, perindustrian,
Fasilitasi dan Money Tingkat konsistensi
Penyusunan Dokumen penjabaran program
Perencanaan Bidang prioritas RPJMD sub bidang | 90 | 953 | 100% 1.550.000.000 | 100% 1.700.000.000 | 100% 1.850.000.000 | 1003 2.000.000.000 | 100  |EKOWOMI [MALUT)
Sumber Daya Alam pertanian, kehutanan,
perikanan dan pangan ke
Koardinasi Penyusunan Laparan Hazil Koordinasi Dok
Dickumen Perencanaan Perencanaan Pembangunan
Pembiangunan Daersh Daerah (RPJPD, RRJMO dan 10ck | 0ok | 100k 380,000,000 [ 1Dk 400.000,000 | 1Dk 460.000.000 | 100k SO0.000.000 [ to0x  [EKOMOMI | MALUT
[FPJFD, RRJMO dan RRFD) | RKPO) zub bidang pertanian,
Eidang Sumber Daya &lam kehutanan, perikanan dan pangan
Jumlah laporan Hasil Koordinasi
e ol tnent 10ck | 10ck | 100k 300000000 | 10k 360,000,000 | 1Dk 400000000 | 10k 450000000 | f0i  |EKOWOMI |MALLT
bidang Sumber Daya Alam [RAD
PANGAN GIZ])
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0 (04103 [ 02 | Asistensi Penyusunan Laparan Hazil Azistensi
Diokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen
Pembangunan Daerah Perenicanaan Pembangunan 10ck | 100k | 10ck 400.000,000 | 1D0ok 425,000,000 | 10k 4R0.000,000 | 1D0ck SO0.000.000 | fo0x  (EKOMOMI | MALUT
[RPJPD, APJMO dan FKPD) | Daerah (RPJPD, RPJMO dan
Bidang Sumber Daya Alam | RKPD] sub bidang pertanian,
0 [O4)103 [ 03 | Pelaksanaan Monitaring dan | Laparan Pelak=anazn Manitaring
Evaluasi Penyusunan Dokumen| dan Evaluasi Penyusunan
Eiﬁg;i;ﬁjﬁ;ﬂfﬁmn EE;”'J";HQQ”UPH;"B:T::?HP o, | 100k | 100k | 10ck 50000000 | 1Liak 526000000 | 100k BEQ.000000 | 100k BSOI0NO00 | f00%  |EKCNOMI |MALUT
RKPD) Bidang Sumber Daya | RPJMO dan RKPO)sub bidang
Alam pertanian, kehutanan, perikanan dan
0 [0 PROGRAM Tingkat konsistensi
ﬁﬁﬁ"s%ﬂ:#ﬂ'n N :ﬁ'g;:’:;’é‘,,"j:fé‘;‘i‘dang nla | 90% | 90% | 4500000000 | 90x% |  4.725.000000 | 90% |  #961000.000 | 90 | 5209000000 %0x | IPY |Malut
KEWILAYAHAN Infrastruktur dan
o [os ot Fasilitasi dan Money Tingkat konsistensi
Penyusunan Dokumen | penjabaran program
Perencanaan Bidang prioritas RPJMD bidang nfa | 70 | 80 1.400.000.000 | 85 1.475.000.000 | 85 1556.000.000 | 40 1.700.000.000 90 IPY | Malut
Sumber Daya Air dan Sumber Daya Air dan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup ke dalam
0 [O5{101 [ 01 |Koordinasi Penyusunan Persentase Ferangkat Dasrah
Diokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan
Pembangunan Daerah Lingkunigan Hidup Menyusun 50| 100 400,000.0001 100 4250000001 100 4R0.000.000 100 500,000,000 100 IPY | Malut
[RPJPD, RPJMO dan RKPD) | Dokumen Perenianaan sesuai
Bidang Sumber Daya Air dan | Siklus Perencanaan
01 06| 100 [ 02 | Agistensi Penyusunan Perzentaze KegiatantSub Kegistan
Diokumen Perencanaan pada Program Bidang Sumber
Pembangunan Daerah Dlaya &ir dan Lingkungan Hidup nfa | 80 a0 G00.000.0001 100 525.000.0001 100 5R0.000.0001 100 £00.000,000 100 IPY | Malut
[RPJPD, RPJMO dan RKPO) | dalam Fienja yang selaras dengan
Bidang Sumber Daya Airdan |REFD
0 105|101 [ 03 | Pelaksanaan Monitaring dan | Persentage Target Kinerja pada
Evaluasi Penyusunan Dokumen| ProgramikegiatantSub Kegistan
Egﬁgﬁ?gﬁjﬁ;gﬁ'ﬁgﬂn E;ﬁiﬂiﬁ?ﬁbﬂl?;“;:n'l’ada” Wa | @0 | 90 KIn00na00| 100 ses0n00d| 100 BGE000000| 100 gO0a0R000| 100 PV | Malut
REPO) Bidang Sumber Daya  |yang selaras dengan RKFD
Air dan Lingkungan Hidup
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o1 fos|ioz Fasilitasi dan Monev Tingkat konsistensi
Penyusunan Dokumen penjabaran program
Perencanaan Bidang prioritas RPJMD bidang nfa | 70 80 1.450.000.000 | 85 1.600.000.000 | 85 1.755.000.000 ( 90 1.859.000.000 90 IP¥ | Malut
Kebinamargaan dan Kebinamargaan dan
Perhubungan Perhubungan ke dalam
0 o502 [ 0 |Koordinasi Pengusunan Perzentase Perangk.at Daerah
Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan
Pembangunan Daersh Perhubungan Menyuzun Dokumen 1] 1o 450.000.000( 100 B00.000.000] 100 BREO00.000( 100 BE0.000,000 100 IPY Malut
[RPJPD, RPJMD dan RKPO) | Perencanaan sesuai Siklus
Bidang Kebinamargaan dan Perencanaan
0 05102 7 02 |Asistensi Penyusunan Persentase KegiatantSub Kegiatan
Dokumen Perencanaan pada Program Eidang
Pembangunan Daerah Kebinamargaan dan Perkubungan nfa nta a0 500.000.000] 100 BR0.000.0000 100 BO0O00.000) 100 B50.000.000 100 IPY Malut
[RPJPD, RPJMD dan RKPD) | dalam Fenja yang selaras dengan
Bidang Kebinamargaan dan FKPO
01 05102 [ 03 [Pelaksanaan Monitoring dan | Persentase Target Kinerja pada
Evaluazi Penyuzunan Dokumen| ProgramikegiatantSub Kegiatan
E:::;?;ﬁj;;;’?jﬁ:g;‘;n ;Zf;i'ud:g”agn'(;;:;”;ﬁ;a;:;“ e | nle | %0 500000.000( 100 £50.000000| 100 §O0.000.000( 100 B49.000000| 100 PV |Malut
FkPD) Bidang Kebinamargaan | selaras dengan RKFD
dan Perhubungan
o o503 F asilitasi dan Monev Tingkat konsistensi
Penyusunan Dokumen penjabaran program
Perencanaan Bidang prioritas RPJMD bidang nfa | 70 80 1.650.000.000 | 85 1.650.000.000 | 85 1.650.000.000 | 90 1.650.000.000 90 IP¥ | Malut
Keciptakaryaan dan Keciptakaryaan dan
Kewilagahan Kewilagahan ke dalam RKPD
01 05103 [ 01 |Koordinasi Pengusunan Perzentase Perangk.at Daerah
Dokumen Perencanaan Bidang Keciptak anyaan dan
Pembangunan Daerah Kewilayahan Menyuzun Dokumen L] 100 B0.000.000] 100 BR0.000.0000 100 BRO.000.000) 100 B50.000.000 100 IPY Malut
[RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Perencanaan sesuai Siklus
Bidang Keciptakaryaan dan Perencanaan
0 [O503 ) 02 | Asistensi Penyusunan Persentase KegiatantSub Kegiatan
Dokumen Perencanaan pada Program Eidang
Pembangunan Daersh Keciptakaryaan dan Kewilayshan nfa nta a0 500.000.000] 100 500.000.0000 100 500.000.000) 100 500.000.000 100 IPY Malut
[RPJPD, RPJMD dan RKFPO) | dalam Fienja yang selaraz dengan
Bidang Keciptakaryaan dan FKFPD
01 05103 [ 03 [Pelakzanaan Monitoring dan | Perzentase Target Kinerja pada
Ewaluasi Pergusunan Dokumen | ProgramekegiatantSub Kegiatan
E:ﬁ:m;ﬁjﬁ&“&";ﬂﬁ:ﬁn E‘:m:':;a”g f;:ﬁ‘;"e:ii"‘::n‘;a“ na | nla | 90 &00000.000( 100 £00.000.000| 100 g00.000.000( 100 B00000000| 100 PY (Ml
REPD) Keciptak.anyaan dan selaras dengan RKPD
Fewilayahan
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w0 PROGRAM PENUNJANG | Persentase Perangk.at Malut
URUSAN Daerah dengan Nilai LKj 80 | 90 | 90% | 90 | 12.000.000.000 | 0% | 12.000.000.000 | 90 | 12.000.000.000 | 90x | 12.000.000.000 | 90 | SEKRET
PEMERINTAHAN
w0010 Perencanaan dan Persentase implementasi
Evaluasi Kinerja perencanaan dan evaluasi | 90% | 30% | 90 1.050.000.000 | 90 |  1.450.000.000 | 90% 1.450.000.000 | 80% |  1.850.000.000 | 0%
Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah
s (O 00T 01 [Penyusunan Renstra dan Renja | Jumlah dokumen Renstrayang | 10k | 10ak | 10ak 100.000000 { 10k 00000000 | 10ak 200000000 | 10k 200000000 | 00% | SEKRET | Malt
Perangh.at Daerah Jumlah dkumen Renja yang 10k | 10ak | 10ck 100000000 | 10k 200000000 | 10ak 200000000 { 10ak 200000000 | 0% | SEKRET | Malut
wo (O 00T 02 [Penyusunan Progriamdan——|jumlah dakumen perencanasn yang
Kegiatan PeranghatDaersh | disusun [FKA) {0ok | 10ak | 0ok 100000000 | 1ok 150,000,000 | 1 Ciok {50.000000 | 1Dk fGO.000000 | MO0 | SEKRET | Malut
dalam Diakumen Perencanaan
R gzr“a”:;ﬂlagi'ﬁ:m*“E”a'”“' hmatdokumenhesleais | 1y | ok | 100k 250000000 | 10k 0000000 | 10ck 0000000 [ 100k | 0000000 | 00 | SEKRET | Mot
w (OO0} 04 Kioordinsi dan Sinkronisasi | Jumlah pelaksanaan koordinasi
Perenanaan Peranghat dan sikranisasi perencanaan PO
i Amngonminhasitootne | () | gy i 200000000 | 10k 20000000 | 10ck 20000000 |00k | EO000ON0| 00 | SEKRET | Mot
dan sinlkranisasi perencanaan PO
B (YR s R, | ek e Bal 0000000 | 6K 40000000 | Kl 0000000 | 6Kaf| 40000000 | 00 | SEKRET | Mot
Daerah kinerja PO
w (008 |Adminisrasi Keuangan | Persentase pelaksanaan | op, | gy | gy | 0000000 | 90z | 1050000000 | 90z | 100000000 | 802 | 1050000000 | 90x | SEKFET | Mo
administrasi keuangan
w (O 02T 01 (Penyedizan Gaji dan Tunjangan | Jumlzh Gaj dan Tunjangan A5N
: SEKRET
il yang tersedia
AR R Dl L Y e 000000 | 1Dk | 250000000 | 10k J0000000 | 10ck | S000000D| 0% | SEKRET | Mat
Pelaksanaan Tugas ASH pelabsanaan tugas A5N yang
G R R e R T P 0000000 | 1ok A0000000 | 10k 50000000 | 10k MO0 | 0 | SERRET | M
Werifkasi disiaphkan
B VIR IFmelnarchintanadin | mitiepor ket fLapera B00000 |Lapors 00000000 fLapera 0000000 |Loporsl~ OOI0AOD| 00 | SEKPET | M
Pelaporan Keuangan
w (OO L02[ 06 Pengelolaan dan Penyispan | Jumlah bahan tanggapan
: SEKRET
Bahan Tanggapan pemeikzaan yang terkelola dan
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W) w {00102 T 06 |Penyusunan Laporan Capaian - [dJumlah Laporan Capaian Kinerja
K can Khisar Realisasl [ dan {0ck | 10ck | 10k 110000000 | 10k 00000000 | 10sk 100000000 | 10k, 000000 | M0 | SEKRET | Mt
Kinerja SKPO Ikhtizar Pealisasi Kinerja yang
ol om rOI027 07 |Penyusunan Laparan Keuangan | Jumlsh laparan keuangan bulanan
BulanantSemesteran yang tersedia
A0 Mg f0ck | 10k | 100k 110000000 | 10k 280000000 | 10k 280,000,000 | 1Dk SO0NN0| 0 | SEKRET | Mo
sEmestaran ang tarsedia
Gt s O 1l L 110000000 | 10k 100100000 | 10k 0000000 | 10ok I | 00 | SEKRET | M
Pragnosis Realizasi Anggaran |tersedia
et b o S e R T B 000000 | 10sk 200000000 | 10k 200000000 | 1Dok DN0NN0| 0 | SEKRET | Mat
euangan Akhir Tahun tahungang tersedia
g w OLO3 | AdministrasiUmum - Persentase pelaksanaan | g0, | g0y | ggy | ooi5000000 | 0% | 7425000000 | 90 | 7.825000000 | 90% | 7425000000 0% | SEKFET | M
administrasi umum
Bl ey qu”n”;udr;a"“sas””‘ ti”rrs“e";?a'a“5””‘“““”””‘”3”9 fLagors 95000000 |Lapers 5000000 fLapora 35,000,000 | Lapera WONN0| 00 | SEKRET | Ma
0| w0003 02 |Penyediaan Jasa Komunikasi, - [dJumlah Jaza Komunikasi, Sumber
Sumber Claya &ir danListik | Oaya Air 1Pahet| 1Paket | 1Paket BE00000 (1Pket BE000.000 | 1Paket BEO0000 (1P aket gal000 [ f00% | SEKRET | Malut
dan Listrik yang tersedia
P e O LA PemedasnesiPeteltadn AmdtssPorditantan . Vool | ik 0000000 [1Psket] 00000000 | 1Pkt WOO0ON [1Psketl  AONOOOOD| WO | SEKPET | Maw
Perlengh.apan Kankar Perlengk.apan antor yang tersedia
W) {00037 04 | Penyediaan Jasa Jaminan [ dJumlsh PR3 yang teramin |
Pemeliharaan Kesehatan PS5 | pemeliharaan kesehatan IFake e W |, SRR
bl w00 LGTDD Peryedaandsa bmnan - \Jumh barngrik aechng o Ly o ER000000 |1P3ket BR000000 | Pkt Q00000 [1P3ket OO0 | 100x | SEKPET | Maw
Biarang Milk. Dasrah terjamin
W) {00103 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan | Jumlsh kendaraan
dan Perizinan Kendaraan dinasfoperasional yangtersedia | 1Paket| 1Paket [ 1Paket 0000000 (1Pket 0000000 | 1Paket 160.000.000 |1Pahet o0 | f00% | SEKRET | Malut
DinastOperasional jasa pemelibaraan dan perizinan
Bl B IREN Secienim i | AN e il fLagors F000000 |Lapers F000000 fLapora B000000 | Lapars WONI0| 00 | SEKRET | Ma
Kewangan yang tersedia
Bl e E::f‘;d'“"ma“b”s'ha“ :a”n”;"f:rjzjfa“hm'ha”““m' Paket|  MEODDOND[1Paket| 245000000 |1Piket EN000 |1Pskel  DSOOOO0| N | SENPET | Mt
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o R e L L R [T e o S00000 |{Psket]  SE000000 | 1Pke EO0 [Pkt BO0000| W | SEKRET | M
Peralatan Kera diperbaki

w {30 |Pengediaan Alat Tulis Kantar | Jumlah ATH yang tersedia 1Pahet] 1Pahet | 1Paket 0000000 1P ket 0000000 | 1Pkt TG0.000000 1P ket 0000000 | M0y | SEKRET | Malt

@ (WY PeedianBagCelaan | hhBangeetdand 1o oo lipaal o |1Pde] 25000000 | Pt OO0 [Pkt 0000000 | W0 | SEKRET | M
dan Penggandzan penqgandaan yang tersedia

w P03 2 (Penyediaan Kompanen Jumlah Kampanen Instalasi
Instalasi ListrikfPenerangan | ListrikiPenerangan Bangunan | 1Paket] 1Pahet | 1Paket 20000000 (1P ket 20000000 (1P aket 20000000 (1P ket J00000a| fmi | SEKRET | Malt
Banqunan Kantar Kanhar yang tersedia

(W URE G PordanPerdandin b petindin TR oy il nn (1P| 2000000 | 1P 20000 1P| 2000000 W% | SEARET | M
Perlenckapan kantor yang tersedia

m [I003F W |Penyediaan Peralatan Fumah Jumlahperélalanrumahtangga et Pt T e
Tangga yang tersedia

A R b b e L e o 000000 | Pkt 000000 | 1Pkt 000000 |{Fske SO0 | 0% | SECFET | M
Peraturan Perundang-undangan | perturan perundang-undzngan

kbR E:n”f‘;d'““a"ha“mg's"k [J;r:e";?faha"mg's“kKa“m"-‘a“g (Pt 1Pake | fPakel|  DOO0O0D |Pake|  CO0O0DOOD|1Paket| D000 |1Pael OO 0% | SEKPET | Mew

w (WUBEIT PorgdanMenndin ki knandnbimman oyl onom 1P| 40000000 | 1Pk 00000 |1Pske]  WOODDND| 0 | SEKRET | M
Miriman yang tersedia

o (TS Reptpaorinasiden  dlhgebeamanspd o oy paol omonon 1Pl 2000000 | Puket| 20000000 (Pl 20M0NID| W | SEVFET | M
Kansuleasike Luar Dersh | khoordinasi dan konsultasi yang

w20 |Pengadaan Mobl Jabatan [ Jumlzh makil abatan yang 1Pahet] 1Pahet | 1Paket BEO000000 1P ket BE000000 | 1P aket BA0000000 1P ket 0% | BEKRET | Mat

o (U Pegadenbendaan et dnasipeed o e lpaal oo 1Pl 0000000 1P MOO00000 [{Paketl  BODOODOND| WO | SEKRET | M
Oinastperasianal Bloat operasional yang tersedia

w2 PengadaanPerlenlgkapan Idumlahplerlengkapanrumlah et 1Pt | e
Fumah JabatandDinas jabiaantdinas yang tersedia

w (03] 23 |Pengadaan Perlengbapan | Jumlahperlengh apan gedung :

i {Paket| 1Pahst | 1Pahet 0000000 1 Paket 300000000 | 1Pahet 0000000 1 Paket anoogon| 0% | SEKRET | Mat

(Gedundg fantor kankar yand tersedia

RN PengadaapPeraIalanFiumah fJumIahp.ereIalanrurnahl et Pt | sewer
JabataniDinas fabiaantdinas yang tersedia
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Rl E:'n‘f;d““m'a“"a?d”“g ::n“;'i:rgzg':““ged””g““‘”’ 1Psket| 1Psket |1Paket 17000000 [1Psket 0000000 | 1P3ke BOOONOND [Psket  EODOODOOD| N | SEKRET | Maw
o [01103] 26 | Pengadaan Mebeleur Jumlzh mebeleur yangtersedia | 1Paket| {Paket Wi | SEKRET
w [0 03[ 27 | Pemelibaraan FutintBerkala Jumlalhrumah|abatangang Paketl 1Pahat i
Fumiah Jabatan terpelibara
T A 1] ] PemehharaanHutmiBerkala Jumlalhrumahdmasgang Patatl 1Faket i
Fumsh inas terpelihara
(O 037 23 | Pemeliharaan FutindBerkala Jumlalhgedungkantoryang Patet] 1Faket i
Gedung Kantor terpelihara
P ] ] PemghharaanFiutmeerkala Jumlghmobﬂwbatanuang Patetl 1Faket i
Wbl Jabatan terpelihara
oo [T AP ST emeberamPanBerkan \hmilendaan, e | e 2000000 | Pl 4000000 | Patet SODI0000 | Paket | HDNO0OOD| Nz | SEKRET | Mkt
Kendaraan DinastOperacional | dinastoperasional yang terpelihara
w0 103[ 32 | Pemelibaraan FutintBerkala | Jumlah perlengkapan umsh
Patlenghapan Fumah jabatantdinas yang terpelihara 1Paket| {Pahet {1174
JabataniDinas
o (003 33 | Pemeliharaan FiutindBerkala Jumlahperlengkapangedung Paketl 1Pahet i
Parlengh apan Gedung Kantor | kantor yang terpelhara
w [0 03[ 34 | Pemelibaraan FutintBerkala IJumIahpleraIatanrumahl Paketl 1Pahat i
Peralatan Rumah jabatantdinas yang terpelihara
w03 3 |Pemeliharaan FutindBerkala Jumlahperlalatangedungkantur Pabatl 1Pkt i
Paralatan Gedung Kankar yang terpelihara
w003 36 | Pemelharaan FutindBerkala | Jumish mebeler yang terpelhara Patet| 1Pkt i
Mebeleur
w003 37 | Fehabiitasi SedangfBerst | Jumlah rumah jabatan yang direhab Patetl 1Pkt i
Fumizh Jabatan
P ] ]t Hehab|||taI5|Sedang|'Berat Jumlzh rumiah dinaz yang direhab Paketl 1Pahet i
Fumih Dinas
w0 103 39 | Rehabiliasi SedangtBerat | Jumlah gedung kantor yang direhab Paketl 1Paket 1P atet 2000.000.000 i | e | M
Fumih Gedung Kankor
ke ;*:;Fjg;j‘;:da”g’m Al mablpbt S0 HERE |y et | Pk Q000000 | Fe D000 | Paket WONLI0 | Peket|  NONONO| W00z | SEKRET | Mkt
R IR retaiassecgbed Akt 1Psket| 1Psket | 1Paket 0000000 | Pket 0000000 | Paket 000000 | Pkt WMo | 00 | SEKRET | M
Kendaraan DinasfOperasional | dinastoperasional yang dirshab
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w [01[ 104 Peningkatan Disiplin dan | Persentase peningkatan
Kapasitas Sumber Daya | disiplin dan kapasitas 90 | 90 | 90 1.435.000.000 | 90% 1675.000.000 | 903 1675.000.000 | 90 1675.000.000 | 90
Aparatur sumber daya aparatur
w0104 Of Pengad:aanMesmFKartu Jumlahmesmn‘kartuahsen5|gang Uit 265000000 Uit 26.000.000 Uit 25,000,000 it 25000000 iz SERFET | Malit
Absensi tersedia
w0104 02 | Pengadaan Pak.aian Dinas JumlahPakalanDlnasBesertla iz SEVFET | Malut
Beserta Perlenghapannys Perlengkapannya yang tersedia
w (O[04 03 | Pengadaan Pakasian Kerja JumlahPaklalanKer|aLapangan SERFET | Malut
Lapangan yang tersedia
w01 104 [ 04 |Pengadaan Pakaiankorp | Jumlah P akaian Korpri yang SEKRET | Malut
w004 05 PengadganPakalanKhusus JumlahPakalanKhu;usHarl-han SEKFET | Malut
Hari-hiari Terkentu Tertentuyang tersedia
w01 1041 06 | Pemulangan Pegawaiyang | Jumlah Pegawai pensiunyang
Pensiun dipulangkan dari tempat tugaz ke SEKRET | Malut
tempat azal
w 0T 04 [ OF | Pemulangan Pegasiaiyang Jumlahpegawalygngtewasdalam SERFET | Malut
Tewaz dalam Melaksanakan | penugazan yang dipulangkan
w [0 104 0% | Pemindshan Tugas PR3 Jumlah PS yang dipindah SEKRET | Malut
O w0 ReoddkendanFelabar  JanbhEepba AdTINEIONA L o oo vt 300000000 |3 Orang 300000000 | 3rang 200000000 |3 Crang 00000000 | W0% | SEKFET | Mat
Farmal mengikuti Oiklat Pim
Jumlah Pejabat Pengawaz yang ,
mengikui Dklat PIM IV 5 Orang| & Crang| 5 Orang 500,000,000 (5 Crang 500,000,000 | 5 Orang 50,000,000 (5 Crang 00000000 [ w00% SEKRET | Malut
a8l yng mRGRUOKISE 10 g | Tk 250000000 |1Paket 250000000 | 1Psket 250000000 |1P3ket /000000 | 0% | SEKFET | Malt
Fungsicnal Perencana
L faﬁ':’n';:’ism”angme“g'k”t'n'“at 1Psket| 1Paket | 1Paket 200000000 |1 Paket 200000000 | 1Psket 200000000 |1Paket 00000000 00% | SEKRET | Maut
A bl R ] hmlh Pesettasosalsss el b Pk 0000000 |1Paket 200000000 | 1Pket 200000000 |1Fsket 20000000 | M0z | SEKFET | Malu
Perundang-Undangan [dizezuaikan dengan kegiatan
b T L0 P Bimbcon Tekric nplemenfes!anlch pesarlaBimiek: 1Paket] 1Paket | 1Psket 30000000 |1Psket 200000000 | 1Psket 200000000 |1P3ket 200000000 | W0% | SEKFET | Maut
Peraturan Perundang- [digesuaikan dengan kegiatan
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Bab 7

Kinerja Pelayanan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan
sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal
mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil
dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang
baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih
baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila
didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang
memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi
pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah
diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak
hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator
kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan
kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi
pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.
Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur
yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah
dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan
lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-
penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif
keberhasilannya.

Pada Tabel berikut akan ditampilkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Bappeda Provinsi Maluku Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Bappeda Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini
didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi PD

yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
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Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi
Maluku Utara Tahun 2020-2024

1 Persentase
Kesesuasian dan
Konsistensi 90% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dokumen
Perencanaan
(RPJMD
Renstra, RKPD
Renja)
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Bab 8

Penutup

Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara sebagai

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penunjang bidang
perancanaan pembangunan harus berpodaman pada rencana strategis. Rencana
Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara
Periode 2020-2024 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk
mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya
tertangani pada periode Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara Periode 2014-2019
serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima)
tahun berikutnya. Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan komitmen yang
kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan
sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024.
Rencana Strategis Bappeda Provinsi Maluku Utara merupakan pengatur arah
perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa datang, dengan
partisipasi dan respon dari semua pemangku kepentingan, sekaligus merupakan
manifestasi dari respon Bappeda Provinsi Maluku Utara terhadap kondisi
lingkungannya baik internal maupun eksternal, yang senantiasa berubah begitu
cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang
efektif.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Maluku Utara merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran Visi, Misi
Gebernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun 2020-2024 yang disusun sebagai
panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Maluku Utara
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan
organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu
strategis terkini. Berpedoman pada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah
Provinsi Maluku Utara Periode 2020-2024 dan tugas pokok serta fungsi, maka
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara berperan dalam

mensukseskan capaian Misi ke 5 (lima) yaitu: Memantapkan Tatakelola
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Pemerintahan yang Lebih baik dan berkeadilan, sedangkan upaya dalam
mewujudkan pencapaian Misi 5 (lima) Pemerintah Provinsi Maluku Utara periode
2020-2024 tersebut maka dilakukan perumusan tujuan jangka menengah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara yaitu Meningkatkan
Kualitas Perencaan Pembangunan Daerah

Penyusunan strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Maluku Utara sebagai pelaksanaan fungsi perencanaan
pembangunan dilaksanakan dengan analisis Logical Frame Work dan pohon
kinerja, untuk menghasilkan: Strategi, Kebijakan dan Indikator yang harus dicapai
oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara sebagai perangkat daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan.
Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 adalah panduan
pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Maluku Utara untuk 5 (lima) tahun
ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan
kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaan serta komitmen
pimpinan dan seluruh pegawai. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan
pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024 maka setiap tahun akan dilakukan evaluasi.
Apabila diperlukan, dapat dilakukan revisi muatan Renstra Bappeda Provinsi
Maluku Utara termasuk indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan
mekanisme yang berlaku.

Sofifi, 25 Juni 2020

Kepala Bappeda

Provinsi Maluku Utara

Salmin Janidi, SH..M.Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 19770717 200212 1 003

Rencana Strategis (Renstra)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluky Utara
Tahun 2020-2024

86



